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ABSTRAKSI 

EV ALUASI PROGRAM PELATIBAN BERBASIS KOMPETENSl (PPBK) 
TAHUN ANGGARAN 2017 DI BALAI LATffiAN KERJA 

MARIT™(BLKM) KOTA SABANG 

Nama 
N1M 
Program 
Pembimbing I 
Pembimbing II 

: Romy Hidayat 
: 161801108 

Magister Administrasi Publik 
Dr. Heri Kusmanto, MA 
Drs. Kariono? MA 

Salah satu upaya pemerintah dalam program peningkatan sumber daya 
manusia dan perluasan kesempatan kerja (PSDMIPKK) adalah melalui pendekatan 
pelatihan yang berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat. Sebagai wujud 
komitmen terhadap upaya penanggulangan pengangguran di tingkat pusat dan daerah, 
maka kementerian Tenaga Kerja meluncurkan Program Pelatihan Berbasis 
Kompetensi (PPBK). Program ini merupakan program peningkatan kompetensi 
tenaga kerja Indonesia sebagai upaya u n t u k m en i n g k at k an 
k e s e j ah t e r a a n ma s ya r a k at . Anggaran PPBK tersebut berasal dari 
anggaran Kementerian Tenaga Kerja yang dimaksudkan untuk menanggulangi 
keterbatasan masyarakat terhadap akses pelatihan. Dan harapannya adalah setelah 
selesai melaksanakan pelatihan bisa bekerja secara mandiri atau bekerja di sektor­
sektor industri yang ada. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi pengelolaan PPBK di Balai 
Latihan Kerja Maritim (BLKM) Kota Sabang pada tahun anggaran 2017. Sampel 
penelitian ini adalah sampel keseluruhan dari siswa pelatihan yang terlibat langsung 
dalam pelaksanaan PPBK dari unsur 5(lima) kelompok kejuruan sebanyak 80 orang 
sebagai representasi kegiatan terkait dengan mengambil seluruh populasi sebagai 
objek penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif 
guna mengetahui implementasi kegiatan PPBK di BLKM Kota Sabang tahun 
anggaran 2017. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan dari keenam 
indikator yang digunakan untuk mengukur implementasi program, yaitu efektifitas, 
efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas dan ketepatan .menunjukkan skor rata­
rata <la.lam kondisi cukup atau sedang (70,65). Namun apabila dilihat dari masing­
masing indikator menunjukkan bahwa ada satu indikator yaitu kecukupan yang 
termasuk kategori kurang, tidak ada indikator menunjukkan kategori baik dan 
kelima indikator lainnya tennasuk dalam kategori cukup. Maka dapat disimpulkan 
bahwa pelaksanaan PPBK di BLKM Kota Sabang pada tahun anggaran 2017 
termasuk dalam kategori cukup atau sedang dan dasar kebijakan PPBK dapat 
diimplementasikan. 

Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan PPBK, Pelatihan Tenaga Kerja 
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ABSTRACT 

EVALUATION OF COMPETENCY-BASED TRAINING PROGRAM FOR 
FISCAL YEAR 2017 IN MARITIME WORKPLACE TRAINING CENTER OF 

SABANGCITY 

Name 
NIM 
Program 
Preceptor I 
Preceptor II 

Romy Hidayat 
161801108 
Master of Public Administration 
Dr. Heri Kusmanto, MA 
Drs. Kariono, MA 

One of the governments efforts in improving human resources and expanding 
employment opportunities is through a competency-based and community based 
training approach. As a manifestation of commitment to the effo1i to overcome 
unemployment at the central and regional levels, Then the ministry of manpower 
launched a competency-based program. This program is a program to increase the 
competence of Indonesian workers as an effort to improve the welfare of the 
community. The program budget is derived from the ministry of manpower budget 
intended to address the limitation of the community to access training and hope is that 
after completion of the training can work independently or work in existing industrial 
sectors. 

This study aims to determine to determine the realization of tl1e management of 
competency-based training programs in matitime workplace trining center sabang city 
budget year 2017. This sample ofthis study is the overall sample of the training students 
who were directly involved in the implementation of a competency-based training 
program from five vocational groups of 80 persons as a representation of activities 
related to taking the entire population as the object of research.data analysis is done by 
using descriptive method in order to know the implementation of competency-based 
training activities at sabang city work practice center of budget year 2017. 

The results showed that on the whole of the six indicators used to measure the 
implementation of the program, natnely the effectiveness, efficiency, adequacy, equity, 
responsiveness and accuracy showed an average score under conditions sufficient or 
moderate (70,65). But when viewed from each indicator that the adequacy of the 
category included less, no indicator indicates the good category and the other five 
indicator included in the category enough. It can be concluded that the implementation 
of a competency-based training program at sabang city's mariJime training center in 
fiscal year 2017 included in moderate category and the basis of competency-based 
training policy cat1 be implemented. 

Keywords: Evaluation, Management of competency-based training programs, 
Labor Training. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

1 

Kualitas Sumber Daya Manusia adalah salah satu prasyarat yang hams 

dimiliki agar kita dapat bersaing dalam dunia kerja. Pembukaan Zona Ekonomi 

Asean dan Asia yang tidak lama lagi mendorong kita untuk terns memacu 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pemerintah melalui Kementerian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi terns berupaya dengan berbagai program agar 

kualitas kompetensi tenaga kerja dapat terus ditingkatkan salah satunya melalui 

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. 

Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja salah 

satunya adalah Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK),Program 

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK) adalah merupakan program pelatihan 

yang memungkinkan setiap peserta mengikuti pelatihan berdasarkan unit 

kompetensi yang ingin diikutinya. Kurikulum pelatihan ini mengacu kepada 

SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) .. Pelatihan jenis ini 

biasanya bersumber anggaran dari APBN baik melalui dana Tugas Pembantuan 

atau Dekosenterasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi . 

Pelatihan berbasis kompetensi ditopang oleh tiga pilar utama, pertama, 

untuk membangun SDM unggul berbasis kompetensi diperlukan Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Kedua,Pelatihan Berbasis 

Kompetensi yang menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang 
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mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang 

ditetapkan di tempat kerja. Sedangkan pilar ketiga adalah sertifikasi kompetensi 

yang dilakukan secara sisternatis dan objektif melalui uji kornpetensi sesuai 

standar kornpetensi, dan dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki otoritas. 

Balai Latihan Kerja atau disingkat BLK rnerupakan salah satu lernbaga 

pelatihan yang direncanakan dan dibentuk oleh pemerintah untuk rnernbantu 

mengatasi beberapa masalah terkait dengan ketenagakerjaan dan pengangguran 

serta masalah lapangan kerja. Dalarn hal ini BLK bertindak sebagai motivator dan 

penggerak dalarn upaya rnenciptakan dan rnembentuk tenaga kerja yang kornpeten 

sesuai dengan profesi dan keahliannya. 

Balai Latihan Kerja atau sering disebut dengan singkatan BLK adalah 

sarana dan prasarana ternpat pelatihan untuk mendapatkan keterarnpilan atau yang 

ingin mendalami keahlian di bidangnya masing-rnasing. 

Secara umum keberadaan BLK adalah membuka beberapa bidang kejuruan 

seperti kejuruan Teknik Sepeda Motor, Kejuruan Teknisi Komputer, Kejuruan 

Operator Komputer, Kejuruan Tata Busana, Kejuruan Teknik Pendingin, 

Kejuruan Tata Graha, Kejuruan Tata Boga dan lain sebagainya. Bahkan 

keberadaan BLK juga memfasilitasi untuk keahlian dalarn bidang bahasa asing 

seperti bahasa Inggris, bahasa jepang dan bahasa korea. 

Tujuan dari BLK adalah Meningkatkan produktivitas Tenaga Kerja baik di 

daerah pedesaan dan pinggiran kota, Mernperluas Japangan usaha dan kesernpatan 

kerja, Menciptakan pelatihan produksi serta uji keterampilan, Mendorong dan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



3 

mengembangkan Jlwa kewirausahaan dan Meningkatkan motivasi dan JlWa 

mandiri. 

Asal muasal atau sejarah dari BLK berawal dari ide awal pembentukan 

Pusat Latihan Kerja Program Pelatihan (PPKPI) bidang industri pada tahun 1953 

dan pada tahun 1960, PPKPI diarahkan menjadi pelatihan pencari kerja pegawai, 

Instansi agar menjadi Tenaga Kerja yang memiliki keterampilan. 

Pada tahun 1970, seiring dengan perkembangan jaman, terjadi perubahan 

dari Pusat Latihan Kerja Program Pelatihan (PPKPI) menjadi Balai Latihan Kerja 

di bawah pembinaan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Dan sejak 

otonomi daerah Balai Latihan Kerja (BLK) berubah menjadi Balai Latihan Kerja 

Daerah (BLKD) berada dibawah naungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas 

Tenaga Kerja di masing-masing daerah di Indonesia. 

BLK lahir pertama kali di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1947. Pada 

mulanya BLK-BLK didirikan hanya di Pulau Jawa. Pendirian BLK diluar pulau 

Jawa barn dimulai pada tahun 1957 dengan dibangunnya BLK di Padang, 

Sumatera Barnt. Seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat 

atas peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan kerja, jumlah 

BLK meningkat secara pesat dan kini telah berjumlah 182 BLK yang tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia. 

Menurut sejarahnya, perkembangan BLK di Indonsia di bagi menjadi 7 

periode yaitu : 

l. Periode I (1945-1960) 
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Bermula dari Jawa, BLK pertama di bangun di Solo pada tahun 1947. 

Pada awal periode ini, sebanyak 10 BLK seluruhnya di bangun di Pulau 

Jawa, dan baru pada tahun 1957 pembangunan BLK diluar Pulau Jawa di 

mulai dengan di bangunnya BLK Padang, Sumatera Barat yang 

dilanjutkan dengan didirikannya 4 BLK lainnya termasuk di Jayapura, 

Manokwari dan Palembang. Program pelatihan di BLK dalam periode ini 

lebih di fokuskan pada keterampilan Industri seperti Konstruksi, 

elektronika dan listrik. 

2. Periode II (1960an) Ekspansi BLK ke luar pulau Jawa 

Perkembangan BLK selama periode ini ditandai dengan meningkatnya 

jumlah BLK yang di bangun diluar Pulau Jawa. Pada periode ini mulai di 

kembangkan unit-unit pelatihan keliling (Mobile Training Unit/MTU) 

untuk mencapai kelompok sasaran yang berada di daerah pedesaan. 

3. Periode III (1970an) Awai pertumbuhan BLK 

Pada periode ini di bangun 21 BLK di seluruh wilayah Indonesia 

4. Periode IV (1980an) Puncak pertumbuhan BLK 

Pada periode ini BLK memasuki tahap perkembangan puncak dengan di 

bangunnya 16 BLK tipe B dan 104 tipe C (BLK kecil), sehingga pada 

Repelita IV di tahun 1988 secara keseluruhan terdapat 157 buah BLK. 

Program pelatihan di BLK dalam periode ini dititik beratkan pada 

pelatihan untuk para penganggur dan dilaksanakan berdasarkan Trilogi 

pelatihan yaitu : Pelatihan hams berdasarkan permintaan, Pelatihan hams 

sesuai dengan perkembangan teknologi, Pelatihan hams di satupadukan 
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dalam proses yang bersangkut paut (hubungan pelatihan, pendidikan dan 

pengembangan) dan pelaksanaan proses koordinasi antar instansi yang 

berpartisipasi. 

5. Peri ode V ( 1990-1997) BLK menuju kemandirian 

Pada periode ini diadakan reformasi pengelolaan BLK yang diarahkan 

untuk menata ulang seluruh sistem pengelolaan BLK agar bisa mandiri 

baik dari segi manajemen maupun finansial. Program pelatihan disusun 

sebagai kegiatan usaha yang berorientasi pada permintaan. 

6. Periode VI (1998-2006) Sewindu BLK dalam transisi 

Dengan diterapkannya otonomi daerah di tahun 2001 , sebagai 

implikasinya diterapkan pula desentralisasi manajemen BLK. Hal ini 

mengakibatkan sebagian besar BLK diserahkan kepada pemerintah daerah. 

Pada periode ini sebanyak 154 BLK diserahkan kepada Pemda dan hanya 

11 BLK yang masih dikelola langsung Pemerintah Pusat. 

7. Periode VII (2007-2011) Revitalisasi BLK dan program 3 in 1 

Pada periode ini dicanangkan kebijakan revitalisasi BLK dan program 3 in 

1 yang mengintegrasikan pelatihan, sertifikasi dan penempatan. 

Revitalisasi BLK dilaksanakan dalam rangka mengembalikan fungsi BLK 

menjadi lembaga pelatihan yang menghasilkan lulusan yang kompeten dan 

sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Revitalisasi tersebut menyangkut 

aspek manajemen, sarana dan prasarana, sumber daya manusia/instruktur 

dan program pelatihan yang diakhiri dengan sertifikasi dalam rangka 

meningkatkan daya saing lulusan BLK. 
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Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim Kota Sabang merupakan salah satu 

Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah yang dibentuk guna mendukung upaya 

pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan 

tenaga kerja yang terampil dan memiliki kompetensi sesuai profesi dan 

keahliannya. 

UPTD BLK Maritim Kota Sabang pertama sekali didirikan tahun 2003 

dengan sasaran sebagai Balai Latihan Kerja Kemaritiman di Wilayah Barat 

Indonesia. Pada saat awal berdiri UPTD BLK Maritim Kota Sabang belum 

memiliki sarana dan prasarana yang memadai sehingga pelaksanaan pelatihan 

harus bekerjasama dengan pihak lain. Disamping kondisi daerah yang dilanda 

konflik juga berpengaruh pada pekembangan BLK. 

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana Gempa Bumi dan TsunaO?i 

yang terjadi di Aceh tennasuk Kota Sabang yang membutuhkan banyak tenaga 

terampil dan siap pakai, kondisi ini kembali membangun kesempatan kepada BLK 

untuk terus berkiprah. Pada Tahun 2005 mulailah direkrut tenaga instruktur yang 

nantinya akan menjadi pilar UPTD BLK Maritim Kota Sabang. 

Tahun 2006 mulai dikirim 3 orang calon instruktur untuk mengikuti Diklat 

Dasar lnstruktur Teknologi Mekanik yang berlokasi di BBKLDN Bandung. Sejak 

itu pengiriman instruktur untuk mengikuti Dikdas menjadi rutin setiap tahun. Pada 

tahun yang sama pembangunan fisik sarana dan prasarana UPTD BLK Maritim 

Kota Sabang j uga mulai dilaksanakan. 

Tahun 2009, keberadaan UPTD BLK Maritim Kota Sabang secara resmi 

dibentuk struktur organisasinya sesuai dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 
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12 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim pada Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Mobilitas Penduduk Kota Sabang. Pada tahun 2009 juga ctilantik 

Kepala UPTD BLK Maritim Kota Sabang yang pertama yaitu Bapak Drs. Muktar 

Daud. Pertengahan Tahun 2011 , pimpinan UPTD BLK Maritim Kota Sabang 

berganti kepada Bapak Muslim, ST selaku Kepala UPTD BLK 

Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PPBK) di Balai Latihan Kerja 

Maritim(BLKM) yang diharapkan dapat meningkatkan penanggulangan 

pengangguran dan pelatihan tenaga kerja di Kota Sabang. Namun keberadaan 

PPBK di Sabang selama ini belum memberikan kontribusi sosial dan peningkatan 

kompetensi di masyarakat. Minimnya kegiatan pelatihan yang diakibatkan 

rendahnya jumlah kejuruan yang ada, selain itu sektor industri dan perdagangan 

yang ada di Kota Sabang masih berskala industri rumahan. Kondisi ini yang 

menyebabkan hasil pelatihan tidak begitu maksimal akibat masih kecilnya volume 

pelatihan dan hanya bertumpu pada kegiatan rutinitas setiap tahunnya. Kurang 

baiknya kinerja pelatihan ini lebih disebabkan lambatnya realisasi pengembangan 

pelatihan yang dilatarbelakangi oleh berbagai hal hingga dukungan kebijakan. 

Patton dan Savicky (1986) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan 

sama penting dengan kebijakan itu sendiri sehingga kegagalan implementasi 

dianggap sama dengan kegagalan kebijakan. Berkenaan dengan policy failures 

dalam konteks pengawasan dan evaluasi kebijakan. Kegagalan kebijakan 

dikelompokkan menjadi 2, yaitu (1 ) program f ailures di mana kebijakan tidak 

dapat diimplementasikan sesuai dengan disain, dan (2) theory fa ilures di mana 
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kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan desain tetapi tidak memberikan 

hasil yang diharapkan. 

Dalam perjalanannya Evaluasi Program Pelatihan Berbasis Kampetensi 

(PPBK) di Balai Latihan Kerja Maritim (BLKM) di Kata Sabang, PPBK di kata 

Sabang mengalami banyak hambatan baik pada tahapan implementasi kebijakan 

hingga pembangunan sarana dan prasarana pelatihan, hingga saat ini belwn 

mampu memberikan hasil nyata dari PPBK di Kata Sabang. Oleh karena itu 

diperlukan penelitian mengenai: " Evaluasi Program Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (PPBK) Tahon Anggaran 2017 di Balai Latihan Kerja Maritim 

(BLKM) Kota Sabang" 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelwnnya, 

masalah dalam penelitian ini dapat dirwnuskan sebagai berikut : 

Apakah Program Pelatihan Berbasis Kampetensi (PPBK) di Balai latihan 

Kerja Maritim(BLKM) Kata Sabang telah dilaksanakan dengan efektif, 

efisien, kecukupan, kesamaan (keadilan), respansivitas dan ketepatan sesuai 

dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 
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Untuk menganalisis efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan (keadilan), 

responsivitas dan ketepatan pelaksanaan Program Pelatihan Berbasis 

Kompetensi (PPBK) di Balai Latihan Kerja Maritim (BLKM) Kota Sabang. 

1.4. Manfaat Basil Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intelektual, 

mengembangkan wawasan berfikir yang dilandasi konsep ilmiah 

khususnya mengenai evaluasi program; 

2. Secara teoritis, akan diperoleh informasi empirik berdasarkan pijakan 

teori yang mendukung terhadap evaluasi program PPBK Tahun 

Anggaran 2017 di Kota Sabang; 

3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

rekomendasi dari kajian kriteria - kriteria evaluasi yang dijadikan 

sebagai indikator dalam menentukan keberhasilan PPBK Tahun 

Anggaran 2017 di Kota Sabang sebagai upaya perbaikan ke depan; 

4. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lainnya untuk melakukan kegiatan 

penelitian yang relevan dengan pijakan teori yang telah dibuktikan secara 

ilmiah melalui prosedur penelitian ini . 
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TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konsep Kebijakan Publik 

2.1.1. Pengertian Kebijakan Publik 

10 

Riant Nugroho (2008:55) merumuskan defenisi kebijakan publik secara 

sederhana bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat negara, 

khususnya pemerintah sebagai strategi untuk mengatur masyarakat pada masa 

awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat 

yang dicita-citakan. 

Dalam Budi Winarno (2007:30-31) kebijakan publik secara garis besar 

mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan 

evaluasi kebijakan. Sementara itu analisis kebijakan berhubungan dengan 

penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan 

publik 

2.1.2. Proses Kebijakan Publik 

Proses kebijakan pubik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi 

Winamo (2007:32-34) adalah sebagai berikut : 

1. Tahap penyusunan agenda 

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masaJah pada 

agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 

untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhimya beberpa 

masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



11 

ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara 

masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus bahasan, atau ada pula 

masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk wak'tu yang lama; 

2. Tahap fonnulasi kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefenisikan untuk 

kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah 

tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy 

alternativenes/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan 

masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan 

yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing­

masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan 

pemecahan masalah terbaik; 

3. Tahap adopsi kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para 

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan 

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus 

antara direktur lembaga atau putusan peradilan; 

4. Tahap implementasi kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika 

program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh 

badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat 

bawah. Kebijakan yang telah diambiJ dilaksanakan oleh unit-unit 
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administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. 

Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. 

Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana 

(implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh 

para pelaksana; 

5. Tahap evaluasi kebijakan 

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau 

dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk 

meraih dampak yang diinginkan, yang memecahkan masalah yang 

dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau 

kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan 

publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan 

yang diinginkan atau belum. 

Sesuai dengan rwnusan masalah dan tujuan penelitian ini penulis 

membatasi dan hanya akan membahas tentang evaluasi kebijakan publik. 

2.1.3. Evaluasi Kebijakan Publik 

2.1.3.1. Pengertian Evaluasi Kebijakan 

Pengertian evaluasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penilaia~ 

hasil. Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah upaya untu.k: 

mendokumentasi dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi dan juga 

mengapa hal itu terjadi , evaluasi yang paling sederhana adalah mengumpulkan 

informasi tentang keadaan sebelum dan sesudah pelaksanaan suatu 

program/rencana. 
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Menurut PP No. 39 Tahun 2006, Evaluasi adalah rangkaian kegiatan 

membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) 

terhadap rencana dan standar. 

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau 

penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak 

(Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan 

fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir 

saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. 

Sedangkan stufflebeam dalam Arikunto (2006 : 1) mengungkapkan bahwa 

evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian infonnasi 

yang bennanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan altematif 

keputusan. 

Menurut William N. Dunn (2003 :608-610) istilah evaluasi mempunyai arti 

yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai 

terhadap hasil kebijakan dan program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan 

penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). 

Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil 

kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai 

kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah 

dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi 

metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan 

rekomendasi. Meskipun berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi 

kebijakan lebih berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan, evaluasi 
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kebijakan lebih berkenan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada 

implementasi kebijakan publik. 

Evaluasi kebijakan mempunya1 sejumlah karakteristik yang 

membedakannya dari metode-metode analisis lainnya. Menutut Dunn (2003:608-

609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari 

metode-metode analisis kebijakan lainnya. 

1. Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan 

atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan 

usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosia] kebijakan atau 

program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan infonnasi mengenai 

hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan 

sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup 

prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri; 

2. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta 

maupun nilai . Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu 

telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan 

tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah 

individu, kelompok atau seluruh masyarakat. untuk menyatakan 

demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara 

aktual merupakan konsekwensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk 

memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan 

prasyarat bagi evaluasi; 

3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda 

•' 
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dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan 

masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif 

dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi ang Juga 

mencakup premis-premis nilai , bersifat prospektif dan dibuat sebelum 

aksi-aksi (ex-ante); 

4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai 

kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus 

cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai 

yang ada dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) atau 

ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan 

lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan 

kepentingan relatif dan sating ketergantungan antar tujuan dan sasaran. 

Menurut Winarno (2008:225) Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola 

kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam 

proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan 

sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan 

publik. Pada dasamya, kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk 

meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan 

sabelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik 

meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih 

maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, 

evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu 

kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan 
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meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat e aluasi adalah 

kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan. 

Menurut Abidin (2006:211) evaluasi secara lengkap mengandung tiga 

pengertian yaitu : 

1. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai aat 

sebelum dilaksanakan (ex-ante evaluation); 

2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring; 

3. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan 

kebijakan (ex-post evaluation). 

Abidin (2006:213) lebih lanjut mengemukakan bahwa informasi ang 

dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (values) yang antara lain berkenaan 

dengan : 

1. Efisiensi (hfficiency), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya atau 

(hasil/biaya ); 

2. Keuntungan (profitability), yaitu selisih antara basil dengan biaya atau 

(hasil/biaya ); 

3. Efektif (effectiveness), yakni penilaian pada hasil, tanpa 

memperhitungkan biaya; 

4. Keadilan (equity), yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian 

hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan); 

5. Detriments, yakni indikator negatif dalam bi dang sosial seperti kriminal; 

6. Manfaat tambahan (marginal rate of return), yaitu tambahan hasil 

banding biaya atau pengorbanan (change-in benefits/change - in-cost). 
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Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat diperoleh pemahaman 

bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu upaya untuk mengukur, 

menilai serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau 

tidaknya suatu kebijakan dalam lingkup yang lebih umum atau keseluruhan dari 

tahapan kebijakan publik. 

2.1.3.2. Tujuan Evaluasi Kebijakan 

Wibawa dkk (1994:9-10) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan 

bertujuan untuk mengetahui 4 aspek yaitu : 

1. Proses pembuatan kebijakan; 

2. Proses implementasi; 

3. Konsekuensi kebijakan; 

4. Efektivitas dampak kebijakan. 

Evaluasi terhadap aspek kedua disebut evaluasi implementasi sedangkan 

evaluasi terhadap aspek ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan. 

Riant Nugroho, dalam premisnya mengemukakan bahwa setiap kebijakan 

harus dievaluasi sebelum diganti sehingga ada klausula " dapat diganti setelah 

dilakukan evaluasi " dalam setiap kebijakan publik. Hal ini perlu dijadikan acuan 

karena, pertama, untuk menghindari kebiasaan buruk administrasi publik di 

Indonesia yang sering menerapkan prinsip ganti pejabat, harus ganti peraturan. 

Kedua, supaya setiap kebijakan tidak diganti hanya karena keinginan atau selera 

pejabat yang saat itu berwenang (Nugroho, 2008:471 ). Terkait dengan hal tersebut 

tujuan evaluasi menurut Nugroho (2008:472) adalah bukan untuk menyalahkan 

pihak yang mengeluarkan kebijakan, namun untuk mengetahui kesenjangan antara 
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harapan clan pencapaian suatu kebijakan serta bagaimana menutup kesenjangan 

terse but. 

Menurut pendapat Marielle Berriet - Solliec, Pierre Labarthe, Catherine 

Laurent and Jacques Baudry dalam Makalah yang dipersiapkan untuk "Seminar 

122 European Association of Agricultural Economist (EAAE) " di Ancona, 17-18 

Februari 2011 yang berjudul Empirical validity of the evaluation of public 

policies: models of evaluation and quality of evidence, mengatakan bahwa : 

Hlhen an evaluation procedure is used to assess a public action programme, 
generally the goal is to produce the best iknowledge possible on the actual 
impact of the programme. The best knowledge should be a) based on 
relevant empirical evidence (which addresses the question at hand); b) 
corroborated by facts (facts which reflect real world observation and are 
empirical in nature) and c) reliable (knowledge produced using rigorous 
methods). 

Pernyataan di atas memberikan pengertian bahwa ketika prosedur evaluasi 

digunakan untuk menilai pelaksanaan program kebijakan publik , urnumnya 

tujuannya adalah untuk menghasilkan pengetahuan terbaik tentang dampak 

program yang sebenamya. Pengetahuan "terbaik" seperti dimaksud di atas 

harusnya didasarkan pada bukti empiris yang relevan, diperkuat oleh fakta (fakta 

yang mencenninkan observasi dunia nyata dan ernpiris di alarn) dan terpercaya 

dalarn artian pengetahuan yang dihasilkan menggunakan metode yang ketat. 

2.1.3.3. Fungsi Evaluasi Kebijakan 

Fungsi Evaluasi kebijakan publik rnenurut Nugroho (2011 :463) merniliki 

empat fungsi , yaitu eksplanasi , kepatuhan, audit, dan akunbng. Melalui evaluasi 

dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan generalisasi tentang pola-pola 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



19 

hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang diamatinya. ( 1) Eksplanasi, 

evaluator dapat mengindetifikasi masalah, kondisi, dan ak:tor yang mendulrung 

keberhasilan atau kegagalan kebijakan; (2) Kepatuhan, melalui evaluasi dapat 

diketahui apakah tindakan para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku la inn · a, 

sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan kebijakan; (3) Audit, M lalui 

evaluasi dapat diketahui , apakah output benar-benar sampai kekelompok aran 

kebijakan, atau ada kebocoran, atau penyimpangan; (4) Akunting, m lalui 

evaluasi dapat diketahui apa akibat ekonomi dari kebijakan tersebut. 

Selain hal tersebut diatas, fungsi dari evaluasi kebijakan publik m nurut 

Putra (2003 :93) ada tiga hal pokok, yaitu : (1) memberi infonnasi yang ali 

tentang kinerja kebijakan; (2) untuk menilai kepasan tujuan atau target dengan 

masalah yang dihadapi; dan (3) untuk memberi sumbangan pada kebijakan lain 

terutama segi metodologinya. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan pentingnv 

evaluasi kebijakan dilakukan agar proses kebijakan secara keseluruhan dapat 

berlangsung secara baik. 

Fungsi evaluasi menurut Agustino (2006:188-189) ada tiga macam yaitu : 

1. Memberi infonnasi yang valid dan dipercaya mengenai kebijakan· 

2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-niai an 

mendasari pemilihan tujuan dan target; 

3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisi kebijakan 

lainnya, seperti perumusan masalah dan rekomendasi kebijakan. 

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. 

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan suatu program. Manfaat 
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positif akan diperoleh apabiJa evaluasi dijalankan dengan benar dan 

memperhatikan segenap aspek yang ada dalam suatu program. Menurut Dunn 

(2003:609-611) evaluasi kebijakan mempunyai sejumlah fungsi utama dalam 

analisis kebijakan, yakni : 

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya meng nai 

kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan ke em atan 

telah dapat dicapai melalui tindakan publik; 

2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap niJai­

nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjpl 

dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. ilai 

juga dikr~tik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan 

dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam 

menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analis dapat m n. ji 

altematif sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai b ntuk 

rasionalitas (teknis, ekonomi, legal, sosial, subtantif); 

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode anali i 

kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomenda i. 

Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memb ri 

sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat 

pula menyumbang pada defenisi altematif kebijakan yang baru at.au 

revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebij akan ang 

diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan ang lain. 
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Menurut Samodra Wibawa (1994), evaluasi kebijakan publik: memiLiki 

4 (empat) fungsi yaitu : 

1. Ekplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program 

dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar 

berbagai dimensi realitas yang diamati . Dari evaluasi ini e aluat r 

dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang menduk ung 

keberhasilan atau kegagalan kebijakan; 

2. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan 1ang 

dilakukan oleh para pelaku baik birokrasi maupun pelaku lainn a e ua1 

dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan; 

3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah output benar-b nar 

sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru a 

kebocoran atau penyimpangan; 

4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosiaJ-ekon rm 

dari kebijakan tersebut. 

Sedangkan fungsi evaluasi menurut Agustino (2006:188-189) adalab : 

1. Memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kebijakan-

2. Memberi surnbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-niai · ang 

mendasari pemilihan tujuan dan target; 

3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode anali sis kebijakan 

lainnya, seperti perumusan masalah dan rekomendasi kebij akan. 

Evaluasi memainkan sejurnlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. 

Menurut William N. Dunn fungsi evaluasi, yaitu : "Pertama, dan ang paling 
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penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat diperca a mengenai 

kinerja kebijakan. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik 

terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga aluasi 

memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainn 1a 

termasuk perumusan masalah dan rekomendasi" (Dunn, 2003:609 dan 61 0 . 

2.1.3.4. Kriteria Evaluasi Kebijakan 

Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adan 

kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik ter 

Kriteria-kriteria yang dirwnuskan dapat dijadikan sebagai indikator dal 

menentukan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. 

Menurut Dunn (2003), kriteria-kriteria evaluasi kebijakan meliputi 6 nam) 

tipe sebagai berikut: 

1. Efektivitas (effecNvenes.s) berkenaan dengan apakah suatu a1tema · 

mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari 

diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubun0 

dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau la ana 

atau nilai monetemya; 

2. Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang djperluka 

untuk meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi ang 

merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan 

hubungan antara efektivitas dan usaha yang terakrur umurnn a iliulrur 

dari ongkos moneter; 
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3. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat 

efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan ang 

menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pad.a 

kuatnya hubungan antara aitematifkebijakan dan hasil yang diharap an· 

4. Kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal an 

sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelom 

kelompok yang berbeda dalam masyarakat; 

5. Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jaub u 

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai kelom 

kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah p n ·ng 

karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya rti 

efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika b I 

menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang sem 

diuntungkan dari adanya kebijakan; 

6. Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria ketepatan secara dekat an 

berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan ten 

ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria indi idu teta 

dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pa 

nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatn a a 

yang melandasi tujuan tersebut. 

Hal ini sejalan dengan pemyataan Chris. I. Nwagboso (Ph.D In- i \ 

Assistant Lecturer Department of Political Science University of Calabar, Calabar 

P.M.B 1115, Unical Cross River State - Nigeria dalam "British Journal of 
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Humaniora dan Social Science" (April 2012, Vol. 5 (1) dengan judul Public 

Policy and the Challenges of Policy Evaluation in Third World, ang 

mengatakan bahwa : 

Evaluation of public programmes leads to questions by the pofi maker 
not only on whether the policy has succeeded in achieving the goal or 
which it was initiated and formulated or designed, but also assist in mdin 
out from the target group how they perceive the programme or poli as 
well as various prognos fa/ strategies necessary to make the programme 
move viable. 

Pernyataan diatas menyatakan bahwa evaluasi program publik men0 

pada pertanyaan kepada para pembuat kebijakan yang tidak han a a> 

keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang dirumuskan atau diran o 

tetapi juga membantu dalam mencari informasi dari kelompok sasaran bagaiman 

mereka memandang program atau kebijakan serta berbagai strategi an 

diperlukan untuk membuat program yang lebih layak. 

Seanjutnya masih dalam Chris. I. Nwagboso (Ph.D In-View) As i ant 

Lecturer Department of Political Science University of Calabar, Calabar P. .B 

1115, Unical Cross River State - Nigeria dalam "British Journal of Hurnani ra 

dan Social Science" (April 2012, Vol. 5 (1) dengan judul Public Policy and the 

Challenges of Policy Evaluation in Third World, menyatakan bahwa : 

Jn evaluating public programmes and policies, it is therefore, advi able that 
evaluators must adopt or use certain relevant indicators in such exerci e. 
Thus, indicators are indication of a given situation (WHO, 19 1: ~ ­

Therefore, the use of indicators will guide the investigator or poli ma rer 
to ascertain what should be measured, the criteria f or such mea urem nt 
and comparison of the phenomenon with other existing public p rogramme 
already implemented. 

Pemyataan di atas menggambarkan bahwa dalam mengevaluasi program 

dan kebijakan publik, disarankan agar "evaluator" diharuskan mengadopsi atau 
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menggunakan indikator tertentu yang relevan dalam pelaksanaann 1a. Indikator 

hams dapat memberikan indikasi dan refleksi dari situasi program ang di valuasi 

(WHO, 1981: 8). Oleh karena itu, penggunaan indikator akan memandu n liti 

atau pembuat kebijakan untuk memastikan apa yang harus diukur, kriteria un 

pengukuran tersebut dan perbandingan fenomena dengan program publik lainn 

yang ada dan sudah dilaksanakan. 

2.1.3.5. Pendekatan Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan publik memiliki pendekatan yang beragam tergan 

tujuan ataupun sudut pandang dari para evaluator yang akan me1akukan e alua i. 

Menurut Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Pengendalian dan Eva]uasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, di daJam 

pe1aksanaannya kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai taha 

yaitu: 

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakuk 

sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan un ' 

memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai altematif 

kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumn a· 

2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi 1ang 

dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk 

menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan 

dengan rencana yang tel ah ditentukan sebelumnya; 

3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post), yaitu e alua i ang 

dilakukan setelah pelaksanaan berakhir, yang diarahkan untuk melihat 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



26 

pencapaian program dalam mengatasi masalah pembangunan ang mgrn 

dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi k luaran 

dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak 

terhadap sasaran) atau manfaat (dampak terhadap kebutuhan) program. 

Dunn (2003:613-620) membagi pendekatan evaluasi menjadi tiga, ajtu : 

1. Evaluasi Semu. Evaluasi semu (pseudo Evaluation) adalah pend ka fill 

yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan inform i 

yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa beru aha 

untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil t r 

terhadap individu. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahv 

ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terb cti 

sendiri (self evident) atau tidak kontroversial; 

2. Evaluasi Formal. Evaluasi formal merupakan pendekatan an 

menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi ang 

valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi menge alua i 

hal tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan 

secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program 

Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan targ t 

diumwnkan secara formal dan merupakan ukuran yang tepat untuk 

manfaat atau nilai kebijakan program; 

3. Evaluasi Keputusan Teoritis. Evaluasi ini merupakan pendekatan yang 

menggunakan metode deskriptif unuk menghasilkan informa i ang 

dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai basil kebijakan ang 
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secara eksplisit dinilai oleh berbagai pelaku kebijakan. Asumsi evaluasi 

teoritis keputusan adalah tujuan dan sasaran dari perilaku kebijakan baik 

yang dinyatakan secara formal maupun tersembunyi merupakan ulllfan 

yang layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan program. 

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis e aluasi ak.hir, 

yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (ex-post evalu tion) 

dengan pendekatan berdasark:an kriteria evaluasi yang bertujuan untuk m nilai 

keberhasilan program dengan indikator sesuai kriteria-kriteria kebijakan pu lik 

yang dipaparkan oleh Dunn dengan alasan sebagai berikut : 

1. Tidak ada pilihan model yang terbaik, yang ada adalah pilihan rang 

harus kita pilih secara bijaksana sesuai dengan kebutuhan kebijakann 

sendiri (Riant Nugroho, 2008:454); 

2. Dalam penelitian ini fokus penelitian lebih tertuju pada kriteria-krit ria 

k:ebijakan publik yang dipergunakan sebagai indikator keberh ilan 

kebijakan yang lebih menekankan pada unsur-unsur pokok dalam uab 

evaluasi yakni efektivitas, Efisiensi, kecukupan, perataan, responsi ·ta 

dan ketepatan. Sementara model yang paling detil membah 

permasalahan ini adalah model William N Dunn. 

2.2 Kajian Literatur 

Mohammad Sulchan (2007) berjudul Manajemen Pelatihan Kerja di Balai 

Latihan Kerja Industri (BLKI) Semarang, Berdasarkan basil penelitian clan 

pembahasan, dapat di sampaikan bahwa Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) 

Semarang merupakan lembaga/institusi yang menyelenggarakan program 
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pelatihan bagi para penganggur/pencari kerja . Keberadaan Balai Latihan erp 

Industri (BLKI) Semarang sangat diperlukan dalam rangka menciptakan tenaga 

kerja yang terampil dan siap untuk memasuki pasar/dunia kerja maupun untuk 

usaha mandiri . 

Rian Nazarudin (2018) berjudul Anahsis Peran Pelatihan Kerja 0 1 h 

Balai Latihan Kerja Dalam Meningkatkan Potensi Angkatan Kerja di Ba ar 

Lampung di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam , Berdasarkan basil pen liti 

dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan, bahwa keberadaan Balai Latihan 

Kerja (BLK) berdampak positif dalam meningkatkan potensi angkatan k rja 

Dapat dilihat dari lulusan Balai Latihan Kerja yang telah mendapatkan pekerjaan 

di perusahaan-perusahaan dan mendirikan usaha mandiri demi terwujudn 

pengurangan tingkat pengangguran di Kota Bandar Lampung. Dengan adan 

pelatihan dari BLK maka lulusan BLK mampu mengembangkan prinsip her aing 

dengan sehat dan benar. Prinsip persaingan yang sehat dan benar menurut i la 

antara lain : memberikan yang terbaik kepada perusahaan atau tempat kerja., tida. ~ 

berlaku curang, dan kerjasama positif. 
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BABU! 

METODE PENELITIAN 

3.1. Bentuk Penelitian 

Metode penelitian dilakukan melalui analisis deskriptif, yaitu suatu m 

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Analisis deskriptif ini d 

memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat pen li · 

dilakukan yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang m alah 

yang diselidiki bagaimana adanya, diiringi dengan interpretasi rasional ang ru 

(Nawawi Hadari, 2001:64). Sedangkan Surachmad (1990:141) mengemuka ' 

bahwa analisis deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada pada masa sekar g 

dan pada masalah-masalah yang akan terjadi ; 

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dipusatkan kemu · 

dianalisis. 

Menurut Hadari Nawawi, (2001:64) 

deskriptif ada tiga, yaitu : 

1. Survei (survey studies); 

Bentuk-bentuk pokok m t 

2. Studi hubungan (interrelationship studies); 

3. Studi perkembangan (developmental studies). 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka bentuk penebtian 1ang 

sesuai dengan penelitian ini adalah bentuk survei (c<>urvey studies). Menurut oh. 

Mazir (1999:65), yang dimaksud dengan penelitian dalam bentuk survei adalah : 
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"Penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala 

yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual' ', dalam p nelitian ini 

yaitu dengan cara melakukan pengkajian, penggambaran maupun pengungkapan 

mengenai analisis tentang pelaksanaan Program Pelatihan Berbasis Korn 

(PPBK) Tahun Anggaran 2017 di Balai Latihan Kerja Maritim (BL 

Sabang. 

Instrumen penelitian ini berupa survei, kuesioner yang diberikan 

sekelompok sampel, serta wawancara mendalam. Bentuk kuesioner diran 

dengan model Likert untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi se ran 

tentang fenomena sosial. 

Pelaksanaan penelitian dengan desain penelitian deskriptif analisis ad , 

sebagai berikut : 

1. Mula-mula peneliti berupaya melakukan interpretasi secara melua 

mendalam terhadap kemungkinan faktor- faktor yang dapat mernpengaruhi 

keberhasilan dan kegagalan program Pelatihan Berbasis Kompet 

kemudian di deskripsikan dan akan diuji melalui proses penelitian empifik 

2. Langkah berikutnya adalah kiat mengumpulkan data deskriptif 

menetapkan instrwnen yang sesuai dengan teknik pengumpulan data an 

digunakan atas variabel - variabel yang hendak diteliti, untuk menjaring 

data dan infonnasi yang akurat. Keseluruhan dari proses hasil peneLitian 

kemudian disajikan secara tertulis, namun dengan sifatnya yang induktif 

dan terbuka, di:mungkinkan perubahan, perbaikan dan penyernpurnaan atas 

dasar data yang terbaru. 
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3.2. Lokasi Peoelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Kota Sabang Provinsi Aceh dan clilaksanakan 

selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan April 2018. 

Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kota Sabang dikarenakan mernilik:i 

j umlah pemuda/pemudi putus sekolah yang cukup signifikan dibandingkan 

dengan daerah-daerah lain yang ada di Aceh. 

3.3. Populasi dao Sampel 

Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari 

manusia, benda-benda, tumbuhan, gejala, nilai test, atau peristiwa sebagai sumb r 

daya yang memiliki karakteristik dalam sebuah penelitian (Nawawi, 1991 : 141 . 

Sedangkan menurut Sugiyono (2006: 117) menyebutkan bahwa popul 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek, yang mempun ai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya". Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat 

dikatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan dari obyek/subyek yang da at 

dijadikan sebagai sumber data dalam suatu penelitian, dan mempun ai 

karakteristik tertentu. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dan 

mengetahui pelaksanaan PPBK di Kota Sabang. 

Sampel adalah wakil dari populasi yang menjadi objek penelitian., atau 

sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi ( ugi ono, 

1998:57). 
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Teori sampel dan sampling penelitian menurut Arikunto 2010: 134-1 85) 

bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Berdasarkan 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sampel adalah bagian dari popuJ 

yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi. Apabila p ul 

penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambiJ al h 

semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 

sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25 % atau lebih. Oleh kar n i 

maka sampel yang akan di teliti merupakan sampel keseluruhan popuJa i dari 

setiap kelompok kejuruan yang masing-masing kelas kejuruan berjumlah 16 

orang, dalam 5 kejuruan sehingga berjwnlah 80 orang. Sampel ini sekali 

menjadi informan penelitian juga. 

Tabel 3.1. Komponen Populasi dan Sampel 

No Populasi 
Jumlab 

1. Kejuruan Sepeda Motor 16 Orang 

2. Kejuruan Las Listrik 16 Orang 

3. Kejuruan Perkayuan 16 Orang 

4. Kej uruan Operator Komputer 16 Orang 

5. Kejuruan Menjahit 16 Orang 

Total 80 Orang 

Dari tabel 3.1 diatas dapat dirincikan bahwa dari masing-masing un ur 

adalah : 

1. Kejuruan Sepeda Motor 

2. Kejuruan Las Listrik 

3. Kejuruan Perkayuan 
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1. Kejuruan Operator Komputer 

2. Kejuruan Menjahit 

Keputusan peneliti tetap pada keyakinan bahwa unit sampel yang diambil merupak:an 

mpel keseluruhan. 

· .1. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan m1tuk mendapatkan data prim r dan 

ta sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan 

a. Kuesioner yaitu teknik pengwnpulan data dalam bentuk daftar pertan a 

berisikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan sistem pelayanan t rh 

responden dengan menyajikan beberapa altematif jawaban yang sudah di ten ,. 

b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dan b rha 

langsung dengan sumber informasi yang mengerti pennasalahan yang Ii · 

terutama pada bidang yang menangam 

langsung pelaksanaan Program, yaitu: 

1. Kepala BLK Maritim Kota Sabang, Bapak Muslim, S.T 

2. Kasubag Tata Usaha BLK Maritim, Bapak Hendri Supriyetno, S.I.P 

3. Kepala Jurusan Kejuruan Menjahit, Thu Asmaleni, S.Sn 

c. Observasi yaitu pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai smnber yang ada keterkai 

ngan penelitian seperti : laporan, artikel, literatur, dan berbagai bahan - bahan pu lika i 

I innya. 
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Untuk memperinci data-data sekaligus menyajikan persentase dari masing­

masing jawaban responden maka setiap pertanyaan akan diberikan mpat 

alternatif jawaban secara tertutup. Kemudian dari empat alternatif jawaban · ang 

disediakan akan diberikan skor sebagai berikut: 

• U ntuk j a waban alternatif (A) diberi skor 4; 

• Untukjawaban alternatif (B) diberi skor 3; 

• Untuk jawaban altematif (C) diberi skor 2; 

• Untuk jawaban alternatif (D) diberi skor 1. 

3.5. Operasionalisasi Variabel 

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan di , 

dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunak 

untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menen . ·, 

indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel ata 

variabel tunggal, yaitu evaluasi program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tahun 

Anggaran 2017 di Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang. 

Evaluasi pelaksanaan program pelatihan Berbasis Kompetensi adalah 

tindakan-tindakan dalam upaya mengukur keberhasilan tujuan program dalam 

upaya pemberian Pelatihan kepada masyarakat di Kota Sabang. 

Kriteria-kriteria yang diukur dalam evaluasi program Pelatihan Berba i 

Kompetensi Tahun Anggaran 2017 di Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang 

sesuai dengan William N Dunn (2003) adalah : 

1. Efektivitas (effectiveness), meliputi capaian hasil ( akibat ang 

diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efekti itas 
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yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diuk.'UJ 

dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya; 

2. Efisiensi (efficiency), meliputi : jumlah usaha yang diperlukan untuk 

meningkatkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan 

sinonim dengan rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan 

antara efektivitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongk 

moneter; 

3. Kecukupan (adequacy), meliputi : tingkat efektivitas dalam memuaskan 

kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. 

Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara 

alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan; 

4. Kesamaan (equity) meliputi: keeratan hubungan antara rasionalit 

legal dengan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan a a 

antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat; 

5. Responsivitas (responsiveness), meliputi : kebijakan yang dapat 

memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai ke]ompok-kelom 

masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena anali i 

yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efekti vi, 

efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menan°'ga 

kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari 

adanya kebijakan; 

6. Ketepatan (appropriateness) meliputi : kriteria ketepatan secara d kat 

yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pemyataan 
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tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu krit ria 

individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. atan 

merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan k ada 

kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. 

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, dilakukan pula kajian p 

tentang tata cara evaluasi program Pelatihan Berbasis Kompetensi Tah 

Anggaran 2017 di Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang, serta \ a\ 

semi terstruktur untuk mendalami masalah-masalah yang biasa dihadapi dalam. 

pelaksanaan program tersebut. 

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.6.1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data dikumpulkan yang berasal dari penelitian di lapan 

khususnya penyebaran angket keusioner kepada responden, maka penuli 

memakai analisa deskriptif dengan menggunakan tabel tunggal atau t 

frekuensi dengan tujuan data lebih terperinci sekaligus menyajikan persentas an 

masing- masing jawaban responden sehingga didapat data yang lebih dominan. 

T eknik pengolahan data yang dilakukan dalam penulisan ini dengan tab.apan : 

1. Klasifikasi data, dalam hal ini data yang diperoleh diklasifikasikan dalam. 

kelompok data kualitatif; 

2. Tabulasi data, data yang telah diklasifikasi dimasukkan ke dalam tab I· 

3. Interpretasi data, dengan diberikan ulasan secara kualitatif. 
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Selanjutnya data yang diolah tersebut dimasukkan ke dalam skala L. ~. rt. 

Menurut Sugiyono (1998:74) bahwa: "Skala Likert digunakan untuk m n5 rur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fi n m na 

sosial". Penggunaan skala Likert dalam penelitian ini mempunyai grad . ~ 

sangat positifhingga sangat negatif, dengan penilaian 4, 3, 2, dan 1. 

Tabel 3.2. Skala Penilaian Untuk Pernyataan Positif dan Negatif 

No Keterangan Skor Positif Skor Nega . . 

1 Sangat Setuju 4 1 

2 Setuju 3 2 

3 Tidak Setuju 2 
..., 
:) 

4 Sangat Tidak Setuju 1 4 

(Sumber : Sugiyono, 2010:94) 

3.6.2. Teknik Analisis Data 

Untuk melaksanakan analisis data, dilakukan langkah-langkah sebagaim 

yang dikemukakan Arikunto (1996:205), sebagai berikut: 

a. Persiapan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut: 

1. Melakukan pengecekan data, identitas dan informasi lainn a an 

dibutuhkan untuk analisis; 

2. Melakukan pemeriksaan seluruh data yang tertuang dalam instrum n 

penelitian; 

3. Memeriksa tata cara pengisian data. 

b. Tabulasi data, dengan kegiatan sebagai berikut: 

1. Menjurnlahkan setiap rangking tanggapan ke dalam empat rangking 

tanggapan di setiap nomor angket; 
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2. Pengkodean pada nomor-nomor tertentu yang tidak dapat rangk:ing 

tanggapan terutama yang telah salah atau keliru dalam mem b rikan 

tanggapan. 

c. Melakukan perubahan jenis data, yaitu dari data yang kuantitatif k da 

kualitatif untuk diinterpretasikan secara kualitatif dengan melihat jumlah 

tanggapan yang telah disediakan pada angket. 

Selanjutnya data-data dianalisis melalui analisis deskriptif dan selanjutn a 

menginterpretasikannya berdasarkan persentase dari alternatif jawaban ang t lah 

dikemukakan responden. Rurnus persentase yang digunakan adalah seba0 · 

berikut : 

% = f / nx 100 

Keterangan : 

% = Persentase tanggapan responden; 

f = Frekuensi (jumlah responden) yang mernberikan jawaban atas 

alternatif jawaban; 

n = Jwnlah seluruh anggota sampel yang diamati dan dimintai keterangan. 

Hasil pengukuran dinilai berdasarkan pada pendapat Arikunto ( 1996 :2~ ) 

sebagai berikut : 

Apabila hasil persentase mencapai: 

a. 76% - 100% = digolongkan baik; 

b. 56% - 75% = digolongkan cukup atau sedang; 

c. 40% - 55% = digolongkan kurang baik; 

d. Kurang dari 40% = digolongkan tidak baik. 
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GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Profil Kota Sabang 
4.1.1 Aspek Geografi 

1) Luas dan batas wilayah Administrasi 

Luas wilayah Kota Sabang adalah 12.213,97 Ha, yang meliputi Pulau 

Kiah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo, yang terletak pada garis 

39 

LU- 05°54'28"LU dan 95°13'02" BT - 95°22 '36" BT dengan batas wila ah 1 

berikut: 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Andaman 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Andaman 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka 

Secara administratif, Ko ta Sabang terdiri dari 2 ( dua) kecamatan dan 18 d Lapan 

belas) gampong yang masing-masing kecamatan memiliki luas sebagai berikut: {l) 

Kecamatan Sukakarya 6.131 ,85 Ha (50,20%); dan (2) Kecamatan Sukajaya 6.08 1 Ha 

49,80%) 

2) Topografi 

Secara umum Kota Sabang berada pada ketinggian ±28 m di atas permukaan air 

laut (dpl). Kondisi morfologinya didominasi oleh pergunungan, yakni sek:itar 48,17 % dari 

luas kawasan keseluruhan. Sedangkan secara lebih rinci topografi Kota Sabang meliputi 

dataran 1,01%, Landai 6,03%, bergelombang 31,70 %, bergunung 48,17%, sangat curam 
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14,10% 

3) Geologi 

Kondisi geologi Kota Sabang secara wnum terbagi menjadi 2 (dua sub bagian 

dimana diantara 2 sub bagian tersebut kondisinya sangat berbeda, dan pada umumn"a 

terbentuk dari hasil letusan gunung berapi yang terdiri dari tufa andesit. Form i batuan 

terdiri dari batuan vulkanis seluas 97,71 % dari luas wilayah dan endapan allu ial % 

4) Hidrologi 

Swnber daya air di Kota Sabang terdiri dari air pennukaan, air tanah dan mata air. 

Sungai-sungai yang terdapat di Pulau Weh umumnya memiliki ukuran relatif k il an 

pendek. Meskipun Kota Sabang memiliki beberapa sumber air bersih, namun d itn a 

yang relatif kecil dan topografi pulau Weh yang bergelombang menyebabkan tidak emua 

wilayah di Kota Sabang mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM Tirta Aneuk La 

5) Klimatologi 

Secara umwn iklim di Kota Sabang termasuk ke dalam iklim tropis. Hal ini 

dipengaruhi karena letaknya yang berada di sekitar garis khatulistiwa. Curah hujan tahuuan 

Kota Sabang berjumlah di atas 2000 mm, dengan tingkat curah hujan sedikit rJa 1 

perbedaan antara wilayah pantai dengan wilayah berbukit dan bergunung. Berda arkan 

Klasifikasi Schmidt dan Fergusson, tipe curah hujan Kota Sabang termasuk kelas B 

(basah).Temperatur rata-rata di Kota Sabang adalah sekitar 6°C 

6) Penggunaan Laban 

Kota Sabang berdasarkan basil pengolahan data pada Peta Pemanfaatan Ruang 

tlas Pesisir, dominan penggunaan lahannya adalah kawasan lindung, hal ini didukung 

oleh bentuk topografi Kota Sabang yang dominan berbukit-bukit dengan tutupan 
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vegetasinya adalah jenis hutan hujan tropis. Hampir 65°1'.9, pengunaan lahan di Kota Sabang 

tergolong dalam kawasan Lindung dengan tutupan yang paling dominan adalah Kawasan 

Rutan Lindung Seluas 2.493,34 Ha dan yang paling kecil adalah Kawasan Penghijauan 

seluas 227,26 Ha. Hanya 35% dari luas daratan Kota Sabang pengunaan lahann a 

tergolong kedalam kawasan budidaya, dengan tutupan dominan adalah kawasan p rtanian 

dan perkebunan, sedangkan untuk kawasan perikanan budi daya darat seluas 10 4 

7) Potensi Willayah 

Bervariasinya kondisi topografi menjadikan Kota Sabang memiliki panorama 1 

yang sangat indah. Wilayahnya memiliki alokasi pemetaan kegiatan yang sangat b , ari 

sehingga cocok untuk pengembangan agrowisata, pertanian, perikanan, industri, m 

dan pariwisata. Dari keenam sektor tersebut, hanya sektor pariwisata sudab 

berkembang secara signifikan dan berdayahasil yang menonjol dibandingkan d ng 

sektor lainnya. Sektor ini kedepannya sangat menjanjikan, dengan target pasar utaman 

adalah turis nasional dan intemasional. Dalam tata rnang Kota Sabang, Pemerinta · 7 . 

Sabang menuangkan arahan kebijakan pengembangan wilayahnya kedalam bentuk r n 

pemanfaatan rnang, dimana barn 35% rnang untuk kawasan pariwisata dan 7 % b 

wisata telah dimanfaatkan. Masih banyak kemungkinan potensi sektor pari\· · ata g 

dapat dikernbangkan kedepannya, karena masih tersedia pernntukan lahan sebe ar 6-% 

untuk pariwisata. Ditinjau dari distribusi peruntukan lahan yang dituangkan dalam tata 

Ruang Kota Sabang, arahan pengembangan lahannya lebih dominan diperuntukan untuk 

kawasan pertanian dan perkebunan serta kawasan perkotaan dan rencana kota barn d ngan 

tingkat pemanfaatanya untuk kawasan pertanian dan perkebunan telah mencapai 100% 

sedangkan kawasan kota dan kota barn masih dibawah 10%, hal ini mengindikasikan 

potensi pengembangan yang masih terbuka lebar di Kota Sabang dalam bidang 
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mbuhan Ekonomi, dan Tingkat Kemiskinan, j ndeks Pembangunan . an ia. 

Pertumbuhan Ekonomi 

Perekonomian Kota Sabang dalam selama kurun waktu tahun 2010 .d 01 · y 

jukkan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengaJami ~ 

I ini menunjukkan kinerja semakin membaik dengan ditandai meningkatn a rri.1 · PD 

·ap tahunnya, baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Kon n T 

010. Tahun 2010 nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sabang 

ga Konstan (ADHK) Tahun 2010 sebesar Rp.745.858,8 juta meningka.t 

.874.583,3 juta pada tahun 2014, atau meningkat sebesar 17 ,.....6 

Jika dilihat dari setiap sektor, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB 

bang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut Lapangan Usaha tahun 201 0 

nstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011-2013, sedangkan pa. 

_Q 14 sektor penyedia akomodasi dan makan minum merupakan sektor yang meni~.HlDll 

rtumbuhan tertingi yaitu sebesar 6,73 persen. Pada Tahun 2014 nilai dan k i 

ktor dalam PDRB Tahun 2014 terbesar berasal dari sektor konstruksi yaitu sebe 

rsen (Tabel 1.2). Hal ini dipicu oleh kemajuan pembangunan infrastruktur dalam . .. ~~ 

ersiapan pelabuhan bebas sabang,di ikuti oleh sektor Administrasi Peme.,.·..........,,,,.,.., .. ...., 

Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki yang memiliki k~mtribusi seb ar 

ersen, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor m .... ..,LLI.LI,.... 

kontribusi sebesar yaitu sebesar 14,9 persen (perdagangan besar dan eceran bukan seueoa 

motor atau mobil 13,17 persen dan sisanya disumbang oleh perdagangan besar dan r para i 

Mobil dan sepeda motor sebesar 1,71 persen) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



44 

b. PDRB Per Kapita 

Nilai PDRB Perkapita ADHB Kota Sabang mengalami peningkatan rata-rata 

ebesar 1,48 juta rupiah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 20 11 , 

PDRB Perkapita naik menjadi 25,65 Juta Rupiah; tahun 2012 naik menjadi 26 94 juta 

rupiah; tahun 2013 menjadi 38,59 juta rupiah hingga tahun 2014 meningkat menjadi 0,06 

juta rupiah. Berdasarkan nilai diatas, dapat dijelaskan bahwa setiap satu orang p ndu uk: 

Kota Sabang dapat menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar 30,06 juta pada tahun 

2014. Peningkatan yang terjadi setiap tahun menjelaskan bahwa adanya peningkatan 

PDRB. 

c. Laju Inflasi Kota Sabang 

Inflasi merupakan perubahan tingkat harga (barang dan jasa) umum yang terjadi 

secara terns menerus. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakk.an 

perkembangan ekonomi. Biaya yang terns menerus naik menyebabkan kegiatan ekon mi 

sangat tidak menguntungkan. Inflasi berdampak secara umum pada kegiatan ekonomi 

negara yang lebih lanjut berdampak pada pengangguran. Selain itu juga menimbulkan 

efek-efek kepada individu masyarakat diantaranya adalah menurunkan pendapatan riil 

masyarakat berpendapatan tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan 

memperburuk pembagian kekayaan. Di Kota Sabang, inflasi dapat dihitung menggunakan 

proxy indeks implisit dari PDRB harga berlaku dan harga konstan dikarenakan tidak 

tersedianya data Indeks Harga Konsurnen. Indeks implisit merupakan rasio perbandingan 

antara PDRB ADHB dengan PDRB Karena digunakan sebagai tahun dasar baru indeks 

implisit PDRB tahun 2010 bernilai 100. Ini menunjukkan bahwa nilai PDRB ADHB sama 

dengan nilai PDRB ADHK di tahun 2010. Indeks implisit ini akan terns meningkat dari 

tahun ke tahun searah dengan kenaikan harga. Dengan menggunakan tahun dasar 2010, 
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indeks implisit PDRB di tahun 2011 naik menjadi 103;72. Kemudian pada tahun 201 2 

menjadi 106,24 hingga mencapai 112,53 pada tahun 2014. Indeks ini menggambarkan 

besamya kenaikan harga yang terjadi pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun 

dasar 2010. Yang berarti, pada tahun 2014 terjadi kenaikan harga sebesar 12,53 per n dari 

harga-harga pada tahun 2010. 

Tingkat Kemiskinan 

Pengukuran derajat kesejahteraan rakyat dilihat dari tingkat kemiskinan m n almp 

jumlah dan persentase penduduk miskin, indeks kedalaman (Pl) dan indeks keparahan 

kemiskinan (P2) dan aspek Garis Kemiskinan (ketimpangan pendapatan) Kota abang 

bergerak lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan meningka.tn 1a 

anggaran belanja Kota Sabang. Artinya dalam lima tahun terakhir pembangunan K ta 

Sabang belum mendorong perubahan signifikan dalam mengurangi ketimpangan 

pendapatan masyarakat. Tabel berikut menunjukkan fakta bahwa kesenjangan so ial ang 

terjadi disebabkan karena ketimpangan pendapatan rakyat semakin dalam. 

umber: BPS 2015. 

Pada tahun 2014 garis kemiskinan berada pada Rp. 457.242 meningkat dari tahun 

ebelumnya yaitu Rp. 451.218. Hal ini menunjukkan bahwa selama Tahun 201 4 pendudu.k 

ota sabang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya membutuhkan bia a Rp. 

57.242 selama sebulan. Untuk indeks kedalaman kemiskinan (pl ) Kota Sabang pada 

ahun 2014 mencapai 3.96 menurun bila dibandingkan dengan tahun 201" 

ang mencapai 4,06. Angka Indeks Kedalaman Kemiskinan (Pl) menunjukkan ul.'Uian 

ata-rata kesenjangan pengeluaran masingmasing penduduk miskin terhadap batas 

emiskinan, di mana semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata 

esenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata UNIVERSITAS MEDAN AREA
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l in semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan m@unjukkan kebidupan ekonorni 

nduduk miskin semakin terpuruk. Sementara angka keparahan kemiskinan ada 

un 2014 menunjukkan angka 1,23 meningkat jika dibandingkan d :n 

belumnya. Angka Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mu 

nyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga i n 

untuk mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin ti"nggi angka indeks ini rnaka 

engeluaran diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. 

e. lndeks Pembangunan Manusia 

Angka IPM Kota Sabang hanya mengalami sedikit peningkatan dari 7 

tahun 2013 rnenjadi 77,53 pada ta.'1un 2014. Larnbatnya kenaikan IPM ini dapat di 

mengingat dampak dari lambatnya peningkatan investasi disek.i:or keseha.tan 

pendidikan. 

4.2. Profil Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang 

Letak Geografis 

UPTD Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang terletak di Bango, J a1an P u 

Putih - Lhueng Angen No.I 0 Gampong Paya Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. L k i 

UPTD BLK Maritim Kota Sabang terletak 26 km dari pusat kota yang dapat dit m uh 

ekitar 25 menit dengan kenderaan roda 2 atau kenderaan roda 4. Kondisi jalan m UJU 

UPTD BLK Maritirn Kota Sabang sudah cukup bagus. 
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Kondisi jalan menuju UPTD BLK Maritim Kota Sabang 

Peta UPTD BLK Maritim Kota Sabang diambil dari Google Earth 

Program Pelatihan 

UPTD Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang melaksanakan beberapa program 

pelatihan yang disesuaikan dengan sumber dana danjenis pelatihan yang dialokas ikan : 

1. Program Pelatihan Berbasis Masyarakat 
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Program pelatihan berbasi.s masyarakat adalah mogram pelatihan ang mat ri 

pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan jumJah jam lajaran 

yang bervariasi. Pelatihan jenis ini biasanya bersumber anggaran dari APB aban 

dan APB Provinsi Aceh. Kurikulum pelatihannya tidak mengacu kepada 

2. Program Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) adalah program pelatihan ! ' a 

memungkinkan setiap peserta mengikuti pelatihan berdasarkan unit kompet · 1 

ingin diikutinya. Kurikulum pelatihan ini mengacu kepada SKKNI. Pelatihan · ni lil1 

biasanya bersumber anggaran dari APBN baik melalui dana Tugas Pembantuan t 

Dekosenterasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

3. Program Pelatihan Swadana 

Program pelatihan swadana adalah program pelatihan yang dananya bersumb :r 

pihak ketiga, baik perorangan maupun perusahaan yang ingin meningkatkan ka · 

kemampuan pekerjanya. Untuk saat ini program pelatihan swadana belum berjalan. 

Gedung dan Fasilitas 

Untuk menunjang agar program pelatihan dapat berjalari sesuai dengan baik, TD 

BLK Maritim Kota Sabang dilengkapi dengan sarana dan prasarana : 

Bangunan Gedung Kantor : 

1. Gedung Kantor Administrasi 

2. Ruang Teori 

3. Workshop Otomotif 

4. Workshop Teknologi Mekanik 

5. Workshop Konstruksi Kapal Kayu/Fiber 

6. Ruang Genset UNIVERSITAS MEDAN AREA



Pos Jaga 

Mushalla 

Asrama Siswa 

10. Ruang Makan/Dapur 

11. Bak Penampungan Air 

rea Pertapakan 

Luas area lahan: ± 7 Hektar 

UMBER TENAGA 

umber listrik PLN 

umber Genset 

Peralatan 

Tersedia beragam peralatan yang menunjang pelatihan yang sudah lengkap antara la · 

Peralatan Pelatihan Menjahit 

Peralatan Pelatihan Komputer 

Peralatan Pelatihan Listrik Penerangan 

Peralatan Pelatihan Sepeda Motor 

Peralatan Pelatihan Otomotif 

Peralatan Pelatihan Las Listrik 

Peralatan Pelatihan Bubut 

Peralatan Pelatihan Konstruksi 

Jurusan Pelatihan 
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UPTD Balai Latihan Kerja Maritim Kota Sabang terdiri dari beberapa jurusan dan ub 

jurusan yang dapat dirincikan sebagai berikut : 

A. Jurusan Automotive UNIVERSITAS MEDAN AREA
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a. Mobil Bensin 

b. Mobil Diesel 

c. Sepeda Motor 

B. Jurusan Teknologi Mekanik 

a. Bubut Dasar 

b. Las Listrik 

c. Las Otogen I Karbit 

d. Instalasi Pemipaan 

C. Jurusan Listrik dan Elektronika 

a. Instalasi Penerangan 

b. AC/Teknik Pendingin 

c. Elektronika 

d. Handphone (HP) 

D. Jurusan Konstruksi Kapal Kayu/ Fiber 

a. Pembuatan Kapa] Kayu 

b. Pembuatan Kapal Fiber 

c. Fiber Glass Dasar 

E. Aneka Kejuruan 

a. Menjahit 

b. Bordir 

c. Kriya 

F. Teknologi Informatika 

a. Operator Komputer 

b. Teknisi Komputer 

c. Autocad UNIVERSITAS MEDAN AREA



G. Jurusan Bangunan 

a. Meubel I Perabot 

b. Bangunan Batu 

c. Konstruksi Kayu 

Sumber Daya Manusia 
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Guna mendukung kelancaran program kegiatan pada UPTD Balai Lati.ban IJ 

Maritim Kota Sabang, maka dibentuk susunan struktur organisasi UPTD BLK 

Kota Sabang yang dapat dirinci sebagai berikut : 

Tenaga Struktural 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 12 Tahun 2009 tentano .... HL.n.U .LU.LI. 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan 

(BLK) Maritim pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kata u<UJau,..,., 

maka dapat dirincikan sebagai berikut : 

Kepala UPTD 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Petugas Operasional Program dan Evaluasi 

Petugas Operasional Pemasaran dan Pelatihan 

Petugas Operasional Sarana dan Prasarana 

Petugas Operasional Keamanan dan Ketertiban 

Tenaga Instruktur 

1 Orang 

1 Orang 

1 Orang 

1 Orang 

Orang 

1 Orang 

Tenaga instruktur yang telah mengikuti Diklat Dasar Instruktur yang di la , anakan 

oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI yang berlokasi di bebera a Balai 

Besar seperti Bekasi, Bandung, Surakarta dan Serang. Daftar instruktur akt:if per jurusan 

apat dirinci sebagai berikut : UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Instruktur Jurusan Automotive 
,.., 

Orang _; -' 

Instruktur Jurusan Teknologi Mekanik 2 Orang 

Instruktur Jurusan Listrik dan Elektronika 2 Orang 

lnstruktur Jurusan Konstruksi Kapal Fiber 1 Orang 

Instruktur Jurusan Aneka Kejuruan 1 Orang 

Instruktur Jurusan Teknologi Infonnatika 2 Orang 

Instruktur Jurusan Bangunan 3 Orang 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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UNAN ORG/\NlSJ\.SJ DAN TATA KERJ 

UNIT PELAKSANATEKNIS DAERAH (UPTD) 

BALAI LATIHAN KERJA (BLK) MARITIM 

P ADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK ~OTA SABANG 

I 
PETUGAS 

OPERASIONAL 
PROGRAM DAN 

EVALUASI 

(PERA TURAN W ALIKOT A SABANG NOMOR 12 T AHUN 2009) 

I 
PETUGAS 

OPERASIONAL 
PEMASARAN DAN 

PELATIHAN 

KEPALA UPTD BLK 
MARITIM KOTA SABANG 

MUSLIM, ST 

~ 

KASUB BAGIAN 
TATA USAHA 

KELOMPOK KERJA 
INSTRUKTUR 

I 
PETUGAS 

OPERASIONAL 
SARANA DAN 
PRASARANA 

I 
PETUGAS 

OPERASIONAL 
KEAMANAN DAN 

KETERTIBAN 
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STRUKTUR KELOMPOK KERJA INSTRUKTUR 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) 

BALAI LA TIHAN KERJA (BLK) MARITil\1 

KETUA KELOMPOK 
KERJA INSTRUKTUR 

KETUAJURUSAN 
ANEKA KEJURUAN 

KETUA JURUSAN 
KONSTRUKSI KAPAL 

FIBER 

KETUA JURUSAN 
LISTRIK 

KETUAJURUSAN 
TEKNOLOGI 

INFORMATIKA 

KETUAJURUSAN 
BANGUNAN 

KETUAJURUSAN 
TEKNOLOGI MEKANIK 

KETUAJURUSAN 
AUTOMOTIVE 
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Pelaksanaan Kegiatan Pelatiban Tahon 2017 

Pad.a tahun 2017, UPTD Balai Latihan Kerja Maritim Kota abanu . lah 

melaksanakan beberapa program pelatihan baik pelatihan berbasis m 1ara 

mauupun pelatihan berbasis kompetensi dengan sumber dana APBK Saban rt 

APBN yang dapat dirincikan sebagai berikut : 

Tahun 2017 

Kejuruan Sepeda Motor 

Kej uruan Las Listrik 

Kejuruan Perkayuan 

Kejuruan Operator Komputer 

Kejuruan Menjahit 

Pengembangan Program 

1 Paket 

1 Paket 

1 Paket 

1 Paket 

1 Paket 

Perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan dunia ab: 

menuntut balai latihan kerja menyesuaikan diri agar marnpu meningkatkan mu • 

Iulusan pelatihan sehingga dapat bersaing di dunia kerja. Untuk itu dip rluka 

beragam terobosan baru dan pengembangan yang dilaksanakan UPID Balai 

Latihan Kerja Maritim Kota Sabang di masa yang akan datang. 

Beberapa program pengembangan yang akan dikembangkan di UPTD Balai 

Latihan Kerja Maritim Kota Sabang dapat dirincikan sebagai berikut : 

• Meningkatkan sarana prasarana pelatihan yang standart melalui upa a 

peremajaan peralatan yang ada serta penyediaan peralatan untuk beb rapa 

kejuruan yang belum lengkap. 
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• Meningkatkan manajemen pelatihan menuju BLK yang bertaraf asional 

dengan peningkatan kemampuan pengelolaan pelatihan baik melalui diklat 

maupun bimtek yang dilaksanakan oleh instansi terkait 

• Meningkatkan Sumber Daya Pelatihan yang kompeten terutama peningkatan 

kapasitas dan kemampuan instruktur. 

• Meningkatkan hubungan Kerja dengan pasar kerja agar lulusan pelatihan 

dapat sesuai dengan permintaan pasar kerja. 

Mitra Kerja 

Kemampuan peserta pelatihan perlu terus dibina dan diasah agar mam 

memenuhi standar kompetensi yang ingin dicapai. Salah satu cara meng h 

kemampuan peserta adalah dengan memperbanyak jam latihan baik latihan 

dalam lingkungan BLK maupun diluar lingkungan BLK yang lebih dikenal 

dengan sebutan pemagangan. 

Beberapa mitra kerja yang selama ini terus menjalin kerjasama dengan TD 

BLK Maritim Kota Sabang : 

1. UPTP BLKI Banda Aceh 

2. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh 

3 LPKS yang ada di Kota Sabang 

Tugas, Fungsi dan wewenang UPTD BLK Maritim Kota Sa bang 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Sabang Nomor 12 Tahun 2009 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD BaJai 

Latihan Kerja (BLK) Maritim pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas 
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Penduduk Kota Sabang, UPTD BLK Maritim Kota Sabang bertugas 

melaksanakan sebahagian tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Mobilitas 

Penduduk Kota Sabang dibidang Pelatihan Tenaga Kerja. 

Dalam hal menyelenggarakan tugas di bidang Pelatihan Tenaga Kerja, TD 

BLK Maritim Kota Sabang memiliki fungsi antara lain : 

a. Menyusun rencana dan program kerja UPTD BLK Maritim Kota Sabana. 

b. Melaksanakan urusan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan 

berbasis masyarakat. 

c. Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD BLK Maritim 

Kota Sabang. 

d. Melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban serta pengamanan a 

UPTD BLK Maritim Kota Sabang. 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, UPTD BLK Maritim 

Kota Sabang memiliki kewenangan antara lain : 

a. Pengawasan, pengoperasian penyelenggaraan UPTD BLK Maritim Kota 

Sabang 

b. Pelaksanaan urusan pelaksanaan pelatihan. 

c. Pelaksanaan urusan pemasaran. 

d. Penyiapan bahan-bahan untuk kebutuhan pelatihan di UPTD BLK Maritim 

Kota Sabang. 

e. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana UPTD BLK 

Maritim Kota Sabang serta sarana lainnya. 
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Visi, Misi dan Sasaran UPTD BLK Maritim Kota Sabang 

UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim Kota Sabang dalam perann a 

dalarn proses peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merum 

visi , misi dan sasaran yang ingin dicapai . Perwnusan visi, misi dan sa aran ini 

diharapkan memberikan dan mengarahkan program kerja yang akan disu un 

dapat lebih berdayaguna, efisien dan efektif. 

Visi : 

Menciptakan Sumber Daya Manusia yang trampil, mandiri, dan profesional 

membuka lapangan kerja baru. 

Misi : 

1. Melatih pemuda/i putus sekolah dan pengangguran dengan b r 

ketrampilan sesuai bakat dan keahlian. 

2. Menciptakan calon tenaga kerja baru yang trampil dan profesional diber 

disiplin ilmu. 

3. Memberikan materi praktek teknis dibidang masing-masing disiplin ilmu. 

4. Menciptakan tenaga kerja kemaritiman sesuai kebutuhan kelautan 

perikanan. 

5. Menciptakan calon tenaga kerja yang trampil sesuai dengan kebutuhan ar 

kerja di dalam maupun ke luar negeri. 

6. Melakukan pemagangan ke industri-industri dan lembaga-Jembaga 

Menjalin kerja sama dengan pihak Luar Negeri , Departemen-departem 

Non- Departemen, Universitas, Sekolah, Swasta, lndustri d11. 

Sasaran: 

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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1. Membekali tenaga kerja yang terampil dan kompeten 

2. Terwujudnyajejaring kerja dengan pengguna tenaga kerja 

3. Tersedianya program pelatihan yang sesuai dengan pasar kerja 

4. Memfasilitasi pembinaan pelatihan bagi masyarakat yang membutuhkan 

5. Tersedianya sistem informasi pelatihan kerja yang relevan dan akurat 

6. Mengembangkan Jasa Produksi dan konsultasi pelatihan 

7. Menyiapkan menjadi BLK Intemasional 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



6.1. Kesimpulan 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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Berdasarkan uraian-uraian pada bagian terdahulu, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan tentang evaluasi pelaksanaan program pelatihan berbasis 

kompetensi (PPBK) di kota Sabang tahun 2017 sebagai berikut: 

1) PPBK Tahun Anggaran 2017 di kota Sabang dilaksanakan dengan cukup 

efektif sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa nilai efektivitas (effectiveness) sebesar 75,00 

persen yang berarti berada dalam kategori cukup baik atau sedang. Hal ini 

menunjukkan bahwa kegiatan PPBK yang dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Selain itu hasil pelatihan PPBK dirasakan mampu 

memberi kemudahan akses terhadap masyarakat miskin. Selanjutnya PPBK 

dirasakan efektif karena pengelolaannya dilaksanakan oleh BLK Maritim 

dengan partisipasi yang aktif dari masyarakat. 

2) Sumber daya yang digunakan dalam PPBK di kota Sabang ·cukup efisien dan 

telah mampu mencapai hasil yang cukup optimal. Kegiatan PPBK telah 

selesai dilaksanakan, pelaksanaannya telah sesuai dengan Rencana Anggaran 

Biaya. Terkait dengan kriteria efisiensi (efficiency) PPBK di kota Sabang , 

hasil penelitian menunjukkan nilai 75,06 persen, yang berarti berada dalam 

kategori cukup baik. 
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3) Yang sangat menonjol dari aspek kecukupan (adequacy) dalam pemenuhan 

kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi 

adalah pelatihan PPBK yang dibuat. Hal ini berdampak pada manfaat hasil 

pembangunan pelatihan yang benar-benar dapat diterima oleb masyarakat, 

terutama masyarakat miskin. Basil penelitian untuk aspek kecukupan 

(adequacy) PPBK di kota Sabang menunjukkan nilai 54,58 persen, dan berarti 

berada dalam kategori kurang baik. Hal ini menunjukkan babwasanya 

pelatihan yang di buat dikota sabang masib sangat kurang di bandingkan 

dengan masyarakat yang membutuhkan pelatiban tersebut,terutama 

pemuda/pemudi putus sekolah yang sangat mengharapkan adanya program 

PPBK. 

4) Sasaran PPBK berorientasi pada kesamaan (equity) antar kelompok yang 

berbeda dalam masyarakat. Secara umum pada aspek kesamaan ini sebagian 

besar responden menyatakan bahwa masyarakat selalu dilibatkan secara 

partisipatif dalam program PPBK, mulai dari proses persiapan dan 

perencanaan. Persentase warga masyarakat yang ikut ambil bagian cukup 

maksimal, bahkan dalam tabapan pengawasan partisipasi warga masyarakat 

termasuk dalam cukup baik yang berakibat pada baiknya kualitas pelatiban 

yang dibuat di BLK Maritim Kota Sabang. Demikian pula dari basil 

penelitian, hasil kegiatan PPBK dirasakan bermanfaat bagi seluruh warga 

masyarakat. Pada kriteria kesamaan, basil penelitian menunjukkan nilai 74,84 

persen, yang berarti babwa tingkat kesamaan (equity) dalam pengelolaan 

PPBK di kota Sabang berada dalam kategori cukup baik atau sedang. 
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5) Basil PPBK di kota Sabang cukup dapat memuaskan dan mendapat respon 

yang baik dari masyarakat. Secara umum masyarakat mengapresiasi PPBK 

yang telah dilaksanakan di dua Kecamatan di Kota Sabang, Hal ini di 

sebabkan oleh pelatihan yang dibuat adalah kejuruan dasar yang dapat 

mendukung kesejahteraan masyarakat secara langsung maupun tidak 

langsung dan mendukung peningkatan perekonomian masyarakat dan dapat 

dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama. 

Pada aspek responsivitas (responsiveness) terlihat jelas bahwa sebagian besar 

masyarakat menunjukkan kepeduliannya dengan mendukung dan 

berpartisipasi dalam kegiatan PPBK. Hal ini menunjukkan babwa PPBK 

memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat karena merasa diperhatikan 

dan diuntungkan dengan adanya kebijakan dari pemerintah terkait PPBK ini. 

Basil penelitian menunjukkan nilai 70,81 persen, yang berarti bahwa 

responsivitas (responsiveness) PPBK di kota Sabang berada dalam kategori 

cukup baik atau sedang. 

6) Pelaksanaan PPBK di kota Sabang sudah tepat sasaran dan dapat memberikan 

darnpak yang signifikan pada kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilihat 

bahwa kegiatan PPBK ini ditetapkan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui 

kementrian Tenaga Kerja dan menurut penelitian yang dilakukan bahwa 

BLK Maritim memang sudah tepat dan layak mengelola PPBK. Ketepatan 

sasaran dapat dilihat dari sisi kemendesakan kebutuhan pelatihan, penerima 

manfaat yang mayoritas adalah warga yang membutuhkan pelatihan dan 

diproyeksikan dapat memberikan kemudahan akses dalam rangka 
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memulihkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Basil 

penelitian menunjukkan nilai 70,81 persen, yang berarti bahwa kriteria 

ketepatan (appropriateness) berada dalam kategori yang cukup baik atau 

sedang. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan 

Program Pelatihan Berbasisi Kompetensi (PPBK) Tahun Anggaran 2017 di 

kota Sabang sesuai dengan indikator yang ditetapkan tennasuk dalam kategori 

cukup baik dengan rata.-rata skor 70,65 persen. 

6.2. Saran 

Untuk lebih mengoptimalkan tingkat keberhasilan dalam pengelolaaan 

program pelatihan yang dilaksanakan dengan dikelola oleh BLK Maritim dan guna 

mengatasi berbagai hambatan yang dijumpai di lapangan, perlu melakukan hal-hal 

sebagai berikut : 

1) Untuk mencapai tingkat efektivitas (effectiveness) yang maksimal seperti 

pada program PPBK di kota Sabang , masyarakat serta pelaku lainnya wajib 

memahami substansi program secara utuh karena akan sangat membantu 

keberhasilan tujuan program. Pemahaman substansi dapat diperoleh dari 

sosialisasi dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas yang diberikan oleh 

Instruktur. Pada tataran pemangku kebijakan pemahaman substansi program 

secara utuh akan sangat berpengaruh dalam mendorong komitmen dan 

keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelatihan. 
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2) Untuk mewujudkan persentase efisiensi (efficiency) yang maksirnal pada 

PPBK di kota Sabang diperlukan komitmen yang kuat dari pengelola program 

dalam melaksanakan kegiatan. Komitmen tersebut dapat berupa : 

a. kesepakatan bersama untuk melaksanakan program sesuai dengan aturan 

dan ketentuan yang berlaku; 

b. Rencana kerja yang telah disusun dan disepakati harus benar-benar 

dilaksanakan; 

c. Asas transparansi dan akuntabilitas hams dijalankan dalam mengelola 

program; 

d. Dalam kegiatan PPBK dan Rencana Anggaran Biaya harus dibuat dengan 

rincian yang sebaik-baiknya dan dilaksanakan dilapangan dengan benar, 

baik itu penggunaan tenaga Instruktur, biaya transport untuk siswa dan 

yang lainnya. 

3) Untuk mewujudkan persentase kriteria kecukupan (adequacy) yang maksirnal 

pada PPBK di kota Sabang para pengambil kebijakan harus memiliki data 

yang akurat sebelum mengambil keputusan. Data yang harus valid tersebut 

minimal: 

a. Data kebutuhan aktual masyarakat; 

b. Jumlah warga yang membutuhkan pelatihan. 

4) Dalam meningkatkan persentase kriteria kesamaan (equity) pada suatu 

program pelatihan masyarakat seperti PPBK di kota Sabang, panitia 

pelaksana kegiatan hendaknya memperhatikan beberapa hal, antara lain : 
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a. Pastikan masyarakat ikut serta yang dimulai dari proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola program; 

b. Pastikan bahwa hasil pelatihan bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat, 

terutama warga yang membutuhkan; 

c. Pastikan warga masyarakat mendapatkan manfaat dari hasil kegiatan 

PPBK yang telah dibuat. 

5) Dalam upaya meningkatkan responsivitas (responsiveness) program 

dimasyarakat para pengambil kebijakan hendaknya memiliki data-data yang 

valid sebelum mengeluarkan keputusan kebijakan. Karena responsivitas 

sebuah program masih dinilai gaga! apabila belum menanggapi kebutuhan 

aktual dari masyarakat yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. 

Data-data tersebut minimal sebaran KK miskin, kebutuhan prioritas 

masyarakat yang bersifat urgent, potensi sumber daya yang dapat 

mendukung keberhasilan kebijakan. 

6) Untuk meningkatkan ketepatan sasaran (appropriateness) dalam program 

PPBK atau program pelatihan masyarakat yang sejenisnya diharapkan 

kepada panitia pelaksana kegiatan untuk memastikan beberapa hal penting, 

antara lain : 

a. Pastikan masyarakat telah siap melaksanakan kegiatan pelatihan tersebut; 

b. Penerima manfaat program mayoritas adalah warga miskin (pemuda/ 

pemudi putus sekolah); 

c. Kegiatan yang dibuat merupakan kebutuhan prioritas masyarakat yang 

dapat dimanfaatkan oleh mayoritas warga di wilayah tersebut; 
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d. Review Perencanaan benar-benar dilaksanakan secara partisipatif di 

masyarakat dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang 

dibangun adalah kebutuhan prioritas masyarakat, atau walaupun kegiatan 

itu bukan kebutuhan prioritas tetapi setidaknya dapat memberikan 

kemudahan akses bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian; 

e. Pastikan kegiatan pelatihan dilaksanakan dengan pola partisipatif dari 

masyarakat; 

f Pastikan pelatihan yang dibuat dapat dilaksanakan setiap tahunnya. 
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Lampiran 1 

4060.063.005 BLK SABANG 315.280.000 

073 Mekanik Junior Sepeda Motor 65.770.000 

A TAHAP PERSIAPAN 300.000 

521219 Belanja Barang Nb n Operasional Lainnya 300.000 

Makan Rapat Biasa (5 ORG x 1 KL x 1 PKll 10 OK 30.000 300.000 

B T AHAP PELAKSAINAAN 65.220.000 

521211 Belanja Bahan 1.800.000 

ATK 1 PKT 500.000 500.000 

Komputer Supplies 1 PKT 500.000 500.000 

A TK Peserta (16 ORG x 1 PKT] 16 OP 50.000 800.000 

521213 Honor Output Kegiatan 1.200.000 

Honor Tim Rekruitmen (2 ORG x 1 PKll 2 ORG 300.000 600.000 

Honor Pelaksana Kegiatan (2 ORG x 1 PKT] 2 OP 300.000 600.000 

521219 Belanja Barang N'on Operasional Lainnya 46.220.000 

Snack pembukaan dan penutupan (20ORG x1 PKll 40 OP 13.000 520.000 

Sertifikat [16 ORG x 1 LBR x 1 PKT] 16 OK 20.000 320.000 

Konsumsi !l>eserta Pelatihan 320 JP (16 ORG x 40 HR x 1 PKT] 640 OH 15.000 9.600.000 

Reproduksi Modul (16 ORG x 1 PKT] 16 ORG 100.000 1.600.000 

Konsumsi sidang kelulusan [5 ORG x 1 KL x 1 PKll 5 OP 20.000 100.000 

Pakaian Ke.rj a (16 ORG x 1 !POT x 1 PKll 16 ORG 150.000 2.400.000 

Kaas Peserta pelatihan (16 ORG x 1 POT x 1 PKT] 16 OK 80.000 1.280.000 

Asuransi Peserta (16ORG )(1 PKll 16 PKT 25.000 400.000 

Bahan Pelatlhan mekanlkjunior sepeda motor 320 JP 1 PKT 30.000.000 30.000.000 

522151 Belanja Jasa Profesi 9.600.000 

Honor Instruktur (1 ORG x 320 JP x 1 PKll 320 OJ 30.000 9.600.000 

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kata 6.400.000 

Transport Peserta [16 ORG x 40 HR x 1 PKll 640 OT 10.000 6.400.000 
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I AHAP PELAPORA N 

521211 Belanja Bahan 250.000 

Dokumentasi dan Pelaporan 1 PKT 250.000 250.000 

080 Basic Office 40.170.000 

A TAHAP PERSIAPAN 300.000 

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 300.000 

Makan Rapat Biasa [5 ORG x 2 KL x 1 PKn 10 OK 30.000 300.000 

B T AHAP PELAKSANAAN 39.620.000 

521211 Belanja Bahan 1.800.000 

ATK 1 PKT 500.000 500.000 

Komputer Supplies 1 PKT 500.000 500.000 

ATK Peserta [16 ORG x 1 PKn 16 OP 50.000 800.000 

521213 Hamor Output Kegiatan 1.200.000 

Honor Tim Rekruitmen [2 ORG x 1 PKn 2 ORG 300.000 600.000 

Honor Pelaksana Kegiatan [2 ORG x 1 PKn 2 OP 300.000 600.000 

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 26.620.000 

Snack pembu l(aan dan penututpan [20 ORG x 1 PKn 40 OP 13.000 520.000 

Sertifikat [16 ORG x 1 LBR x 1 PKn 16 OK 20.000 320.000 

Konsumsi Peserta Pelatihan 320 JP [16 ORG x 25. HR x 1 PKn 400 OH 15.000 6.000.000 

Reproduksi Modul [16 ORG x 1 PKn 16 ORG 100.000 1.600.000 

Konsumsi sidang kelulusan [5 ORG x 1 KL x 1 PKT] 5 OP 20.000 100.000 

Pakaian Kerja [16 ORG x 1 POli x 1 PKn 16 ORG 150.000 2.400.000 

Kaas Peserta pelatihan [16 OR6 x 1 POT x 1 PKT] 16 OK 80.000 1.280.000 

Asuransi Peserta [16 ORG x 1 PKn 16 PKT 25.000 400.000 

Bahan Pelatihan Basic Office 200 JP 1 PKT 14.000.000 14.000.000 

522151 Belanja Jasa Profesi 6.000.000 

Honor Instruktur [1 ORG x 200lJP x 1 PKn 200 OJ 30.000 6.000.000 

524113 Belanja Perjalanan O:inas Dalam Kata 4.000.000 

Transport Peserta [16 ORG x 25 HR x 1 PKn 400 OT 10.000 4.000.000 

c T AHAP PELAPORAN 250.000 

521211 Belanja Bahan 250.000 

Dokumentasi dan Pelaporan 1 PKT 250.000 250.000 

118 Cabinet Making 5'2.570.000 

A TAHAP PERSIAPAN 300.000 
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B 
521211 

521213 

521219 

522151 

524113 

c 
521211 

121 
A 

521219 

B 
521211 

a l:larang Non Operaslonal L 

Makan Rapat Biasa [5 ORG x 1 KL x 1 PKT] 

TAHAP PELAKSANAAN 

Belanja Bahan 

ATK 

Komputer Supplies 
ATK Peserta [16 ORG x 1 PKT] 

Hamor Output Kegiatan 
Honor Tim Rekruitmen [2 ORG x 1 PKT] 

Honor Pelaksana Kegiatan [2 ORG x 1 PKT] 

Belanja Barang Non Operasional Lainnya 
Snack pembu l<aan dan penutu fj>an [20 ORG x 1 PKT] 

Sertifikat [16 ORG x 1 LBR x 1 PKT] 
Konsumsi Peserta Pelatihan 28© JP [16 ORG x 35 HR x 1 PKT] 

Reproduksi M'odul [16 ORG x 1 PKT] 

Konsumsi sidang kelulusan [5 <DRG x 1 KL x 1 PKT] 

Pakaian Kerja [16 ORG x 1 POli x 1 PKT] 
Kaos Peserta pelatihan [16 OR6 x 1 POT x 1 PKT] 
Asuransi Peserta [16 ORG x 1 PKT] 

Bahan Pelatihan Cabinet Makin9 280 JP 

Belanja Jasa Profesi 
Honor Instruktur [1 ORG x 280:0 JP x 1 PKT] 

Belanja Perjalanan o:inas Dalam Kota 
Transport Peserta [16 ORG x 35 HR x 1 PKT] 

TAHAP PELAPORAN 

Belanja Bahan 
Dokumentasi dan Pelaporan 

Custome Made Pakaian Wanita Anak 

TAHAP PERSIAPAN 

Belanja Barang Non Operasional Lainnya 
Makan Rapat Biasa [5 ORG x 1 KL x 1 PKT] 

T AHAP PELAKSANAAN 
Belanja Bahan 

ATK 

10 OK 

1 PKT 

1 PKT 

16 OP 

2 ORG 

2 OP 

40 OP 

16 OK 

560 OH 
16 ORG 

5 OP 

16 ORG 
16 OK 
16 PKT 

1 PKT 

280 OJ 

560 OT 

1 PKT 

lOOK 

1 PKT 

30.000 

500.000 

500.000 

50.000 

300.000 

300.000 

13.000 

20.000 

15.000 

100.000 

20.000 

150.000 

80.000 

25.000 

20.000.000 

30.000 

10.000 

300.000 

300.000 

52.020.000 

1.800.000 

500.000 

500.000 

800.000 

1.200.000 

600.000 

600.000 

35.020.000 

520.000 

320.000 

8.400.000 

1.600.000 

100.000 

2.400.000 

1.280.000 

400.000 

20.000.000 

8.400.000 

8.400.000 

5.600.000 

5.600.000 

250.000 

250.000 

250.000 250.000 

50.070.000 
300.000 

300.000 

30.000 300.000 

49.520.000 

1.800.000 

500.000 500.000 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Kom puter Suppl ies 1 PKT 500.000 500.000 

A TK Peserta [16 ORG x 1 PKT] 16 OP 50.000 800.000 

521213 Hornor Output Kegiatan 1.200.000 

Honor Tim Rekruitmen [2 ORG x 1 PKT] 2 ORG 300.000 600.000 

Honor Pelaksana Kegiatan (2 ORG x 1 PKT] 2 OP 300.000 600.000 

521219 Belanja Barang Non Operasional L.ainnya 32.520.000 

Snack pembu ll:aan dan penutupan (20 ORG x 1 PKT] 40 OP 13.000 520.000 

Sertifikat [16 ORG x 1 LBR x 1 PKT] 16 OK 20.000 320.000 

Konsumsi Peserta Pelatihan 28© JP [16 ORG x 35; HR x 1 PKT] 560 OH 15.000 8.400.000 

Reproduksi Mbdul [16 ORG x 1 PKT] 16 ORG 100.000 1.600.000 

Konsumsi sidang kelulusan [5 ORG x 1 KL x 1 PKT] 5 OP 20.000 100.000 

Pakaian Kerja [16 ORG x 1 POli x 1 PKT] 16 ORG 150.000 2.400.000 

Kaos Peserta pelatihan [16 OR<G x 1 POT x 1 PKT] 16 OK 80.000 1.280.000 

Asuransi Peserta [16 ORG x 1 PKT] 16 PKT 25.000 400.000 

Bahan Pelatihan Custome Made Pakaian Wanita Anak 280 JP 1 PKT 17.500.000 17.500.000 

522151 Belanja Jasa Profesi 8.400.000 

Honor Instruktur [1 ORG x 280D JP x 1 PKT] 280 OJ 30.000 8.400.000 

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.600.000 

Transport Peserta [16 ORG x 35 HR x 1 PKT] 560 OT 10.000 5.600.000 

c T AHAP PELAPORAN 250.000 

521211 Belanja Bahan 250.000 

Dokumentasi dan Pelaporan 1 PKT 250.000 250.000 

128 Juru Las SMAW 3G 74.970.000 ' l 
A TAHAP PERSIAPAN 300.000 

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 300.000 

Makan Rapat Biasa [5 ORG x 1 KL x 1 PKT] lOOK 30.000 300.000 

B TAHAP PELAKSANAAN 74.420.000 

521211 Belanja Bahan 1.800.000 

ATK 1 PKT 500.000 500.000 

Komputer Supplies 1 PKT 500.000 500.000 

ATK Peserta [16 ORG x 1 PKT] 16 OP 50.000 800.000 

521213 Hamor Output Kegiatan 1.200.000 

Honor Tim Rekruitmen [2 ORG x 1 PKT] 2 ORG 300.000 600.000 

Honor Pelaksana Kegiatan (2 ORG x 1 PKT] 2 OP 300.000 600.000 
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522151 

524113 

c 
521211 

146 
w 

521115 

521211 

524111 

Beloin la Barang Non Operaslonal Lainn 

Snack pembul<aan dan penutu11>an [20 ORG x 1 PKT] 

Sertifikat [16 ORG x 1 LBR x 1 PKT] 

Konsumsi Peserta Pelatihan 36©0 JP [16 ORG x 4l5 HR x 1 PKT] 

Reproduksi Modul [16 ORG x 1 PKT] 

Konsumsi sidang kelulusan [5 OJRG x 1 KL x 1 PKT] 

Pakaian Kerja [16 ORG x 1 POli x 1 PKT] 

Kaos Peserta pelatihan [16 OR<G x 1 POT x 1 PKT] 

Asuransi Peserta (16 ORG x 1 PKT] 

Bahan Pelatihan Juru Las SMAW 3G 360 JP 

Belanja Jasa Profesi 

Honor Instruktur [l ORG x 360UP x 1 PKT] 

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 

Transport Peserta (16 ORG x 45 HR x 1 PKT] 

TAHAP PELAPORAN 

Belanja Bahan 

Dokumentasi dan Pelaporan 

Administrasi Kegiatan di BLK 

ADMINISTRASI KEGFATAN PELATIHMJ DI UPTD BLK 

Homor Operasional Satuan Kerja 

Honor Pejabat Pembuat Komitmen [l ORG x 6 BLN] 

Honor Bendahara Pengeluaran Pembantu [l ORG x 6 BLN] 

Honor Staff Pengelola [l ORG x 6 BLN] 

Honor Panitia Pengadaan Baramg [l ORG x 2 PKT] 

Honor Panitia Penerima Hasil Kerja (1 ORG x 2 fi>KT] 

Belanja Bahan 

Penggandaan Laporan 

ATK 

Belanja perjalanan biasa 

Transport Operasional Dalam Rangka Koordinas.i ke BLK Banda A 

Satuan Biaya Tiket Pesawat PerJalanan Dinas Dalam Negeri (PP) I 

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (OKI. Jakarta) [1 OT x 3 I 

Uang Penginapan Jakarta [l ORG x 2 HR x 1 TR!fi>] 

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Aceh) [l ORG x 2 HR x 

40 OP 

16 OK 

720 OH 

16 ORG 

5 OP 

16 ORG 

16 OK 

16 PKT 

1 PKT 

360 OJ 

720 OT 

1 PKT 

6 OB 

6 OB 

6 OB 

2 OP 

2 OP 

6 BLN 

6 OK 

6 OT 

1 OT 

3 OH 

2 OH 

12 OT 

13.000 

20.000 

15.000 

100.000 

20.000 

150.000 

80.000 

25.000 

36.000.000 

30.000 

10.000 

53.420.000 

520.000 

320.000 

10.800.000 

1.600.000 

100.000 

2.400.000 

1.280.000 

400.000 

36.000.000 

10.800.000 

10.800.000 

7.200.000 

7.200.000 

250.000 

250.000 

250.000 250.000 

n.130.000 
Jl.730.000 

10.520.000 

600.000 3.600.000 

450.000 2.700.000 

370.000 2.220.000 

600.000 1.200.000 

400.000 800.000 

6.000.000 

500.000 3.000.000 

500.000 3.000.000 

15.210.000 

350.000 2.100.000 

4.000.000 4.000.000 

530.000 1.590.000 

550.000 1.100.000 

360.000 4.320.000 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



0 
0 
0 
ci 

0 
q 
J) 

I 

x 

::: 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Lampiran 2 : Kuesioner 

KUESIONER PE1'1-:ELITIAN 

EV ALUASI PROGRAM PELATIHAN BERBASIS KOMPETENS(PPBK) 
TAHUN ANGGARAN 2017 DI KOTA SABANG 

Terima kasih atas partisipasi Bapak/lbuJSaudara menjadi peserta survey dan secara sukarela 
mengisi kuesioner ini. Nama saya Romy Hidayat, mahasiswa magister administrasi publik 
Universitas Medan Area, saat ini sedang mengadakan penelitian tentang evaluasi Program Pelatihan 
Berbasisi Kompetensi (PPBK) tahun anggaran 2017 di Kota Sabang. Kami sangat menghargai 
kejujuran Bapak/lbuJSaudara dalam mengisi kuesioner ini. Kami menjarnin kerahasiaan 
Bapak/lbuJSaudara yang terkait dengan kuesioner. Hasil survey ini semata-mata akan digunakan 
m1tuk tujuan penelitian dan bukan untuk tujuan komersil. 

Denrikian gambaran singkat tersebut saya sa:mpaikan, terimakasih atas partisipasi dan dukunga:n 
dala:m membantu pelaksanaan tugas penelitian ini. 

Hormat saya, 

Romy Hidayat 

Mahasiswa Magister Administrasi Publik 
Universitas Medan Area 
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KUE()10NER 

Petunjuk: Berikan tanda conteng ( --J) pada pilihan jawaban yang anda pilih 

Nama : ·········· ··· ····· .. ..... ... .. .... .... ... ........ ......... Gika bcrscdia) 

Alam at 

.......... .... .............................. . 1~elp .. ...... ... ... ..... .............. . 

Pekerjaan : ............ ... ..... .. .......... .. ............ .......... ... Golongan (khusus PNS) : .......... ... . 

Jabatan ... .... ...... ..... .... ...... .. .. .. ... .. ..... ... ............ . 

Screening 
Apakah anda mengetahui Program PPBK? ( ) Ya ( ) Tidak 

Data Umum Responden 

J enis Kelamin ( ) Laki-laki ( ) Perempuan 
Usia ( ) < 30 tahun ( ) 30-40 tahun ( ) 40-50 tahun ( ) > 
tahun 
Pendidikan ( ) SD ( ) SLTP ( )SLTA ( ) Diploma 

( ) S1 ( ) > S2 

Profit Pemahaman Terhadap Program PPBK 

1. Dari mana anda pertama kali mengetahui tentang PPBK? 

( ) media massa 
( ) tempat pelatihan/ Dinas terkait 

( ) lingkungan Rt/ Rw 
( ) fasilitator 

2. Hal apa yang pertama kali anda ketahui terkait PPBK? 

( ) program pemerintah 

( ) pelatihan tenaga kerja 

( ) penanggulangan pengangguran 

( ) program pendukung PSDM/ PKK 

Tingkat Kecenderungan/Variabel Penelitian 

50 

Petunjuk: Berikan nilai pada setiap pertanyaan atau pernyataan yang ada dengan penjelasan 
sebagai berikut: 

a = sangat baik 
b = baik 
c = biasa saja 
d = kurang baik 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Variabel Penelitian 

A. Efektivitas 

1. Apakah anda mengetahui secara jelas tentang Program Pelatihan Berbasis 
Kompetensi (PPBK) di Kota Sabang? 

(a) Sangat Mengetahui 
(b) Mengetahui 
( c) Kurang Mengetahui 
( d) Tidak Mengetahui 

2. Apakah anda mengetahui secara jelas tujuan/sasaran Program PPBK di Kota 

Sa bang? 

(a) Sangat Mengetahui 
(b) Mengetahui 
( c) Kurang Mengetahui 
( d) Tidak Mengetahui 

3. Apakah anda mengetahui secarajelas tentang tata cara pelaksanaan Program PPBK 
di Kota Sabang? 

(a) Sangat Mengetahui 
(b) Mengetahui 
( c) Kurang Mengetahui 
( d) Tidak Mengetahui 

4. Apakah anda dapat memahami peraturan tersebut? 

(a) Sangat Memahami 
(b) Memahami 
( c) Kurang Memahami 
(d) Tidak Memahami 

5. Apakah anda mengetahui secara jelas bahwa program PPBK dilaksanakan sesuai 
dengantahapannya? 

(a) Sangat Mengetahui 
(b) Mengetahui 
(c) Kurang Mengetahui 
(d) Tidak Mengetahui 

6. Menurut anda, apakah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat? 

(a) Sangat Ses uai 
(b) Sesuai 
( c) Kurang Sesuai 
( d) Tidak Sesuai UNIVERSITAS MEDAN AREA



7. Apakah anda mendapatkan sosialisasi dan peningkatan kapasitas yang memadai 
terkait Program PPBK? 

(a) Sangat Memadai 
(b) Memadai 
( c) Kurang Memadai 
(d) Tidak Memadai 

8. Apakah anda mengetahui tentang penyusunan rencana kerja dalam pelaksanaan 
Program PPBK di BLK? 

(a) Sangat Mengetahui 
(b) Mengetahui 
(c) Kurang Mengetahui 
(d) Tidak Mengetahui 

9. Menurut anda, apakah rencana kerja tersebut telah disusun dengan baik? 

(a) Sangat Baik 
(b) Baik 
( c) Kurang Baik 
( d) Tidak Baik 

10. Apakah anda mengetahui tentang kelengkapan sarana dan prasarana kerja dalam 
pelaksanaan PPBK di BLK? 

(a) Sangat Mengetahui 
(b) Mengetahui 
( c) Kurang Mengetahui 
( d) Tidak Mengetahui 

11 . Menurut anda, apakah sarana dan prasarana kerja tersebut sudah memadai? 

(a) Sangat Memadai 
(b) Memadai 
( c) Kurang Memadai 
(d) Tidak Memadai 

12. Menurut anda, apakah kemampuan kelompok setiap kejuruan yang melaksanakan 
kegiatan PPBK sudah memadai? 

(a) Sangat Memadai 
(b) Memadai 
( c) Kurang Memadai 
( d) Tidak Memadai 

13. Menurut anda, Intensitas pelatihan yang dilaksanakan secara formal oleh BLK yang 
di bantu oleh Instruk:tur? 

(a) Sangat Sering 
(b) Cukup Sering 
(c) Jarang Terjadi 
(d) Tidak Pemah 
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14. Menurut anda, apakah pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan 
PPBK di BLK dilakukan secara intensif dan rutin? 

(a) Sangat Intensif dan Rutin 
(b) Cukup Intensif dan Rutin 
( c) Kurang Intensif dan Rutin 
( d) Tidak Intensif dan Rutin 

B. Efisiensi 

15. Apakah anda mengetahui Rencana Anggaran Biaya dalam pelaksanaan PPBK di 
BLK(biaya untuk siswa)? 

(a) Sangat Mengetahui 
(b) Mengetahui 
(c) Kurang Mengetahui 
(d) Tidak Mengetahui 

16. Menurut anda, apakah Tenaga Instruktur yang dipergunakan dalam pelaksanaan 
kegiatan PPBK di BLK sesuai dengan kejuruan yang ada? 

(a) Sangat Sesuai 
(b) Sesuai 
( c) Kurang Sesuai 
(d) Tidak Sesuai 

17. Menurut anda, apakah biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan PPBK 
di BLK sesuai dengan volume dan jenis kegiatan yang dibuat? 

(a) Sangat Sesuai 
(b) Sesuai 
(c) Kurang Sesuai 
( d) Tidak Sesuai 

18. Menurut anda, apakah pelaksaan kegiatan pelatihan di BLK sesuai dengan waktu 
yang rencanakan? 
(a) Sangat Sesuai 
(b) Sesuai 
( c) Kurang Sesuai 
( d) Tidak Sesuai 

19. Apakah peran panitia pelatihan berpengaruh dalam pelaksanaan Program PPBK di 
BLK? 

(a) Sangat Berpengaruh 
(b) Berpengaruh 
( c) Kurang Berpengaruh 
( d) Tidak Berpengaruh 
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C. Kecukupan 

20. Apakah sudah sesuai, kejuruan dasar yang dibuat dengan prioritas kebutuhan 
industri yang ada? 

(a) Sangat sesuai 
(b) Sesuai 
( c) Kurang Sesuai 
( d) Tidak Sesuai 

21 . Apakah hasil pelatihan kejuruan dasar dalam PPBK di BLK bermanfaat bagi 
masyarakat? 

(a) Sangat Bermanfaat 
(b) Bermanfaat 
( c) Kurang Bennanfaat 
( d) Tidak Bermanfaat 

22. Apakah kegiatan pelatihan yang dibuat sudah mencukupi kebutuhan yang 
diharapkan masyarakat? 

(a) Sangat Mencukupi 
(b) Mencukupi 
( c) Kurang Mencukupi 
( d) Tidak Mencukupi 

D. Kesamaan (KeadiJan) 

23 . Apakah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengambilan 
keputusan dalam pelatihan di BLK selalu melibatkan warga masyarakat? 

(a) Sangat Sering 
(b) Sering 
(c) Jarang 
(d) Tidak Pernah 

24. Menurut anda, apakah basil kegiatan pelatihan tersebut bermanfaat bagi seluruh 
warga masyarakat? 

(a) Sangat Bermanfaat 
(b) Bennanfaat 
( c) Kurang Bennanf aat 
( d) Tidak Bennanfaat 

25. Menurut anda, apakah warga masyarakat merasa puas dengan hasil pelatihan yang 
telah dibuat? 

(a) Sangat Merasa puas 
(b) Merasa puas 
( c) Kurang Merasa puas 
( d) Tidak Merasa puas 

26. Apakah kegiatan pelatihan dilaksanakan secara intensif oleh BLK? 

(a) Sangat intensif 
(b) Intensif 

c 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



( c) Kurang Intensif 
( d) Tidak Intensif 

E. Responsivitas 

27. Menurut anda, apakah warga masyarakat mendukung pelaksanaan program PPBK 
di tempat anda? 

(a) Sangat Mendukung 
(b) Mendukung 
( c) Kurang Mendukung 
( d) Tidak Mendukung 

28. Menurut anda, apakah warga masyarakat berpartisipasi ak:tif dalam kegiatan PPBK 
di tempat anda? 

(a) Sangat Partisipatif 
(b) Partisipatif 
( c) Kurang Partisipatif 
( d) Tidak Partisipatif 

29. Menurut anda, bagaimana dukungan warga masyarakat dalam mendukung 
pelaksanaan ket,riatan PPBK? 

(a) Sangat Baik 
(b) Baik 
( c) Kurang Baik 
( d) Tidak Baik 

30. Menurut anda, apakah hasil pelaksanaan kegiatan PPBK memuaskan warga 
masyarakat di tempat anda? 

(a) Sangat Memuaskan 
(b) Memuaskan 
( c) Kurang Memuaskan 
( d) Tidak Memuaskan 

31 . Menurut anda, bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap Program PPBK di 
tempat anda? 

(a) Sangat Positif 
(b) Positif 
(c) Kurang Positif 
( d) Tidak Positif 

F. Ketepatan 

32. Menurut anda, apakah Jayak BLK untuk mengelola program PPBK di Kota 
Sa bang? 

(a) Sangat Layak 
(b) Layak 
(c) Kurang Layak 
( d) Tidak Layak UNIVERSITAS MEDAN AREA



c Kurang Efek:tif 
Ti dak Efek:tif 

34. Menurut anda, apakah berhasil program PPBK dalam memberikan kemudahan 
akses pekerjaan? 

(a) Sangat Berhasil 
(b) Berhasil 
( c) Kurang Berhasil 
( d) Tidak Berhasil 

35. Menurut anda, apakah hasil pelatihan pada program PPBK berpengaruh dalam 
memulihkan kembali kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat? 

(a) Sangat Berpengaruh 
(b) Berpengaruh 
( c) Kurang Berpengaruh 
( d) Tidak Berpengaruh 

36. Menurut anda, apakah sudah ada kesesuaian pelatihan dengan kebutuhan 
masyarakat ? 

(a) Sangat Sesuai 
(b) Sesuai 
( c) Kurang Sesuai 
( d) Tidak Sesuai 

37. Menurut anda, apakah tetap bermanfaat hasil pelatihan pada program PPBK di 
BLK yang diadakan setiap tahun? 

(a) Sangat Bermanfaat 
(b) Bennanfaat 
( c) Kurang Bermanfaat 
( d) Tidak Bennanfaat 
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